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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
xi 
 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘا fatḥah a a 
ؘا kasrah i i 
ؘا ḍammah u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘٸ fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََلْوَه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ؘى ... | ؘا  ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas 
ؘو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
ََمْيِل    : qīla 
 َتْوًَي : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَرؘَاﻷ:ََِلاَفْط rauḍah al-aṭfāl 
ةَهِضافْناَ  َةَنْيَِد ًَ َنا: al-madīnah al-fāḍilah 
ََََََََََََة ًَ ْكِحَنا: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd( َ َّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََان بَر  : rabbanā 
ََانْي  جَن : najjainā 
 َكَحَنا : al-ḥaqq 
ََى ُّعن   : nu“ima 
 َو  دَع  : „aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 َِيهَع    : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َيبَرَع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َص ًْ  شَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةنَسن  سَنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسَْهفَنا  : al-falsafah 
ََدهبَنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ٌََ ْو  رْيأت : ta‟murūna 
 َعْو نَنا    : al-nau„ 
 َءْيَش    : syai‟un 
 َتْرِيأ : umirtu 
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ABSTRAK 
 
NAMA : ANNI NUR ANNISA 
NIM : 10300113219 
JUDUL : PENERAPAN PIDANA ADAT KASUS “SILARIANG” DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM DI 
DESA BULULOE, KECAMATAN TURATEA, KABUPATEN 
JENEPONTO. 
 
Penelitian ini membahas mengenai penerapan pidana adat dalam kasus 
“Silariang” dengan pokok-pokok masalah penelitian yaitu untuk mengetahui 
bagaimana hukum yang mengatur tentang perbuatan silariang (kawin lari) dalam 
perspektif hukum adat, hukum nasional dan hukum Islam, dan untuk mengetahui 
penerapan sanksi pidana adat silariang dalam hukum nasional. 
Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan lokasi penelitian di desa bululoe, 
kecamatan turatea, kabupaten jeneponto. Pada penelitian ini digunakan pendekatan 
yuridis, sosiologis dan syar‟i. Untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah 
sehingga memperoleh informasi bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam 
pengumpulan data primer dan sekunder dibutuhkan instrumen penelitian berupa alat 
tulis menulis, pedoman wawancara dan handphone sebagai alat dokumentasi. Setelah 
data diperoleh selanjutnya diedit dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif untuk 
memperoleh informasi yang merupakan hasil penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kawin silariang merupakan perbuatan 
yang dilarang dalam hukum adat karena menimbulkan siri‟ dengan ancaman 
hukuman berupa pengucilan, penganiyaan, diusir dari kampung atau dibunuh. Dalam 
hukum nasional tidak dibenarkan, jika walī hakim dalam kawin silariang bukan 
berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, dan dapat diancam Pasal 332 KUHP. 
Dalam hukum Islam jika orang tua enggan menikahkan calon mempelai perempuan 
dengan alasan syar‟i maka akan diancam hukuman yang sama dengan zina. Sanksi 
pidana adat silariang dalam hukum nasional Indonesia tidak dapat diterapkan lagi 
karena pada dasarnya eksistensi hukum adat di daerah tersebut sudah tidak ada dan 
telah ditinggalkan oleh masyarakat tradisonalnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan 
perkembangan masyarakat (tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM  yang menjadi 
pokok pembahasan negara hukum dan dunia Internasional pada masa sekarang) dan 
bertentangan dengan prinsisp Negara Kesatuan Republik Indonesia terkusus sanksi 
pidana adat silariang yang cendrung menghakimi sendiri yang menyalahi adanya 
proses peradilan guna menegakkan keadilan 
Implikasi yang ditimbulkan adalah terjadinya tumpang tindih antara hukum 
adat dan hukum pidana atas pemberian sanksi terhadap pelaku silariang, dimana 
dalam hukum adat sanksi yang diberlakukan cenderung mengarah pada tindakan 
main hakim sendiri sehingga melanggar HAM dan Undang-Undang yang berlaku.
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah “zoon politicun” yang berarti bahwa manusia pada dasarnya 
selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut 
sebagai makhluk sosial. 
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Ketika manusia bergaul atau berkumpul dengan sesamanya maka terjadi 
interaksi. Ketika terjadi interaksi maka kesalahpahaman atau konflik atau sengketa 
tidak dapat terhindarkan karena bertemu berbagai kepentingan, yang dimana 
kepentingan tersebut kemungkinan saling bertentangan. Sehingga diperlukan hukum 
untuk mengantisipasi atau menanggulangi konflik yang mungkin akan atau telah 
terjadi karena pertentangan kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini 
selaras dengan asas Ibi ius ibi societa, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 
mengatur bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.
2
 Sehingga, seluruh aspek 
kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hukum pidana 
sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 
Pidana Indonesia. Selain hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-
                                                             
1
  C.T.S. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia (Balai 
Pustaka: Jakarta, 1989) h. 29. 
2
 Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 
Secara Lengkap, (Cetakan I. Sinar Grafika : Jakarta, 2013) h. 4. 
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undangan tersebut, dikenal atau diakui pula tentang hukum pidana adat sebagaimana 
amanat UUD Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :  
 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan msasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang.”3 
Berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa hukum adat, terkhusus hukum pidana adat masih dianggap berlaku 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Hukum adat terkhusus hukum pidana adat berasal dari kebiasaan masyarakat 
sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah. Hukum adat sebagai hukum 
tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk 
dalam suatu masyarakat tradisional tertentu. Hukum adat terkhusus hukum pidana 
adat memiliki sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat 
tradisional melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan 
norma dan kaidah-kaidah kesusilaan (Hukum Adat). Hukum adat terkhusus hukum 
pidana adat hanya diberlakukan bagi masyarakat tradisional wilayah tertentu 
sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat tradisonal yang satu 
dengan masyarakat tradisional lainnya. 
4
 
Di Indonesia kaya akan suku dan budaya beberapa diantaranya terdapat di 
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja dan suku 
Mandar. Beberapa dari anggota ke-empat masyarakat tradisional tersebut  masih 
                                                             
3
 Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 
Secara Lengkap, h.12. 
4
 Chairul Anwar,  Hukum Adat Indonesia (Rineka Cipta : Jakarta, 1997) h. 11. 
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banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang dikeramatkan atau 
disakralkan. Terkhusus bagi masyarakat tradisional suku Makassar.  
Masyarakat tradisional suku Makassar beranggapan bahwa hukum adat bukan 
hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan juga pribadi dari kebudayaan mereka. 
Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat tradisonal Makassar. 
Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Makassar 
dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.  
Kedudukan adat dalam kehidupan suku Makassar diyakini dengan sadar, 
bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu 
sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, 
mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam 
masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap 
kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial dan sanksi adat 
terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain. 
Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya masih 
banyak yang terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat 
di Kabupaten Jeneponto. Meskipun daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi 
kriteria eksistensi sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya secara 
spontan masih dilakoni dan dipatuhi sebagai sebuah aturan yang mengikat 
masyarakat, sehingga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut cenderung pada 
sanksi adat. Di Kabupaten Jeneponto ada beberapa kasus yang dianggap 
menyimpang dari norma dan adat budayanya yaitu Nilariang yang dilakukan atas 
kehendak laki-laki saja, dan kawin lari yang oleh masyarakatnya disebut “Silariang”. 
Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada Silariang. 
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Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan 
perempuan setelah sepakat lari bersama, perkawinan mana menimbulkan siri‟ (malu) 
bagi keluarganya khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan 
sanksi adat.
5
 
Dalam tradisi siri‟ laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan 
perempuan sebagai wadah kehormatan. Unsur penting dalam tradisi siri‟ yaitu 
kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan 
kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Makassar percaya 
bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka muncul 
ungkapan „menggembala seratus kerbau lebih mudah dari pada menjaga seorang 
anak perempuan‟.6 
Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya 
persembahan mas kawin (doe‟ panai) yang teramat mahal sebagai suatu proses 
tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya. 
Namun, disisi lain, dengan persembahan doe‟ panai yang cukup fantastis itu menjadi 
salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus silariang pada suku Makassar. 
Perkawinan silariang ini adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak 
dibenarkan oleh adat Makassar. Itulah sebabnya, para pelaku silariang ini disebut 
Tumannyala artinya orang yang perkawinannya menyalahi aturan atau adat yang 
berlaku. 
7
 
                                                             
5
 Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, Silariang dan Kisah Kisah Siri‟ (Pustaka Refleksi: 
Makassar, 2007)  h. 2. 
6
 Rezky Salemuddin, “Perempuan Sebagai Lambang siri‟ (studi kasus silariang di Desa 
Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”, Tesis. Tidak diterbitkan. (Makassar : 
program Pascasarjana Universitas Makassar, 2014), h. 7 
7
 Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, Silariang dan Kisah Kisah Siri‟, h. 6. 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat 
delik yang sejenis dengan silariang (kawin lari) yaitu tindak pidana melarikan wanita 
yang diatur dalam Pasal 332 KUH Pidana. Delik melarikan wanita dalam pasal 
tersebut terdapat dua jenis yaitu membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, 
tanpa diketahui orang tuanya atau walinya dengan persetujuannya dimana diancam 
tujuh tahun penjara. Adapun delik jenis kedua berdasarkan pasal tersebut yaitu 
membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
Sehingga dapat dipahami Silariang dalam suku Makassar suatu bentuk 
perkawinan yang menyalahi peraturan hukum nasional dan adat. Sebagaimana yang 
telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan UUD Tahun 1945 hukum adat 
masih dapat diterapkan beriringan dengan hukum nasional. Namun, silariang (kawin 
lari) diatur dalam hukum nasional dan hukum adat sehingga terjadi tumpang-tindih 
antara kedua aturan tersebut. Sehingga, dalam penerapan sanksi silariang (kawin 
lari) masyarakat tradisional Jeneponto menerapkan hukum adat dan disisi lain 
menerapkan hukum nasional. Pada penelitian ini ingin diketahui tentang mana yang 
didahulukan penerapannya hukum pidana adat tentang silariang atau pasal 332 KUH 
Pidana. 
Salah satu perbedaan mendasar antara silariang dalam hukum pidana adat 
masyarakat tradisional Jeneponto dan Pasal 332 KUH Pidana yaitu penerapan sanksi. 
Sehingga, pada penelitian ini pula ingin diketahui apakah ketika diterapkan sanksi 
pidana adat terkhusus silariang berupa penghilangan nyawa termaksud menghakimi 
sendiri (eigenrichting).  
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Selain itu, pada penelitian ini pula akan ditinjau sanksi silariang dalam 
hukum Islam. Mengingat berdasarkan sila kesatu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang 
Maha Esa, maka berdasarkan sila tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia 
menjadikan agama sebagai salah satu pertimbangan dalam sistem hukum dan 
pemerintahan di Indonesia dan salah satu agama tersebut yaitu agama Islam. 
Silariang ditinjau dari hukum Islam maksudnya yaitu pada penelitian ini akan 
dianalisa apakah silariang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang 
terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadist.  
Sehingga penelitian ini akan mengurai mengenai Penerapan Pidana Adat 
Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa 
Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. 
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas 
dan menyimpang dari rumusan masalah yang ditentukan, maka penelitian ini perlu 
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, Penerapan Pidana Adat 
Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa 
Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. 
1. Fokus penelitian  
Berikut fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu: 
a. Silariang (kawin lari) 
b. Hukum Pidana  
c. Hukum Pidana Adat 
d. Hukum Islam 
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2. Deskripsi Fokus 
Berikut deskripsi fokus pada penelitian ini: 
a. “Silariang” adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan 
perempuan setelah sepakat lari bersama, perkawinan mana menimbulkan siri‟ 
bagi keluarganya khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya 
dikenakan sanksi adat.
8
 
b. Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat 
umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. 
Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa 
pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang 
memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana. 
9
 
c. Hukum Pidana Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam 
lingkungan masyarakat di suatu daerah. 
d. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
10
  
 
 
 
 
                                                             
8
  Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, 2007, silariang dan kisah-kisah siri‟, h. 2. 
9
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi I (Cetakan IV; Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013) 
h. 22. 
10
 Mardani,  Hukum Islam (Cetakan II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015), h. 4. 
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Berikut uraian Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus pada penelitian ini, yaitu: 
 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Silariang 
Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara 
sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat 
lari bersama, perkawinan mana yag menimbulkan 
siri‟ bagi keluarganya khususnya bagi keluarga 
perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat. 
Hukum Pidana  
Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang 
bersifat umum yang isinya adalah larangan dan 
keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau 
masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan 
khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, 
peraturan itu juga mengatur ketentuan yang 
memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana. 
Hukum Pidana Adat 
Hukum pidana adat adalah pengaturan yang 
mengatur tentang pelanggaran adat yang di anggap 
tidak patut atau tidak sesuai dalam suatu 
wilayah.mengenai sanksi terhadap apa yang telah 
melanggar dalam aturan suatu adat maka itu akan 
dijalankan dengan tegas. 
Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan 
berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang 
tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
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diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat 
yang beragama Islam.  
Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Bagaimana Penerapan Pidana 
Adat Kasus “Silariang” dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di 
Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Turatea, Desa Bululoe? Berdasarkan rumusan 
masalah tersebut maka dapat dianalisis ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana perbuatan silariang (kawin lari) dalam perspektif hukum adat suku 
Makassar, hukum pidana dan hukum Islam? 
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat silariang dalam hukum nasional? 
C. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka bertujuan untuk menguraikan tentang perbedaan buku-buku 
atau karya tulis ilmiah terdahulu dengan penelitian ini. Berikut uraian buku-buku 
atau karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.  
Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, dalam bukunya Silariang dan 
Kisah-Kisah Siri’ diterbitkan di Makassar tahun 2007, dalam buku tersebut 
menjelaskan mengenai silariang atau kawin lari yang tidak hanya dikenal suku 
Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja di Sulawesi Selatan, juga suku lainnya di 
Indonesia. Yang membedakan adalah sanksi adat yang diterapkan pada kedua pelaku 
Silariang. Kalau suku lainnya, biasanya sanksi tidak begitu berat, tetapi pada suku 
Makassar, biasanya berakhir dengan pembunuhan terhadap pelaku.  
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Hamzah Hasan, dalam bukunya Hukum Pidana Islam I di terbitkan di 
Makassar tahun 2014 dalam buku ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan Jinayah (hukum pidana Islam) mulai dari asas legalitasnya, bentuk-bentuk 
tindak pidana  serta pertanggung jawaban pidana menurut hukum Islam. Dalam buku 
ini pula membahas mengenai hukuman dari tindak pidana hukum Islam baik dasar, 
tujuan, syarat-syarat, serta macam-macam hukuman bagi pelaku jarimāh. 
Teguh Prasetyo, dalam bukunya Hukum Pidana di terbitkan di Jakarta 
tahun 2013 dalam buku ini menjelaskan mengenai gambaran umum buku I dan II 
KUH Pidana yaitu ketentuan-ketentuan umum tindak pidana dan pidana materil. 
Berdasarkan telaah terhadap buku-buku atau karya tulis ilmiah tersebut maka 
dapat disimpulkan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dikemukakan 
dalam penelitian terdahulu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu tersebut yaitu pada penelitian ini dijelaskan tentang tumpang-
tindih antara hukum nasional dan hukum pidana adat tentang silariang (kawin lari), 
dan apakah sanksi pidana terhadap silariang merupakan menghakimi sendiri atau 
tidak dalam sistem hukum nasional, serta pada penelitian ini silariang juga ditinjau 
dalam hukum Islam untuk mengetahui apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan 
hukum Islam. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui perbuatan silariang (kawin lari) dalam perspektif hukum adat 
suku Makassar, hukum pidana dan hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui  penerapan penerapan sanksi pidana adat silariang dalam 
hukum nasional. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1)  Memberikan sumbangan pemikiran tentang silariang dalam sistem hukum 
nasional dan hukum Islam. 
2)  Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Kegunaan Praktis 
1)   Dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi hukum tentang sialariang, 
terkhusus masyarakat tradisional desa Bululoe. 
2)   Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan terhadap silariang dalam 
hukum pidana dalam sistem hukum nasional. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pengertian dan Pentingnya Perkawinan 
Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu 
dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam 
agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian 
dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila yang 
dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama
11
. 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Indonesia Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Sedangkan 
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidan untuk menaati perintah Allah 
dan melaksanakan merupakan ibadah.
12
Apabila ditinjau dari segi hukum, perkawinan 
atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan 
yang menjadi sebab sahnya status suami-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual 
dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 
                                                             
11
 Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (t.t: PT.Intermasa, 2002), h.1. 
12
 DR. Abd.Shomad. Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2010) h. 275. 
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Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh.Sedangkan nikah berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti 
mengumpulkan, saling memasukkan atau bersetubuh.
13
 Sedangkan menurut Sayid 
Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk 
Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.
14
 
Pengertian perkawinan juga disampaikan oleh sebagian para ulama, 
dintaranya adalah sebagai berikut: 
a. Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) 
kepelikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria 
dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.; 
b. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu 
akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-
mata; 
c. Mazhab Syafi‟i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan 
untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij” atau 
turunan makna dari keduanya; 
d. Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan memberikan faedah hukum 
kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita 
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 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 8. 
14
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h.10. 
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dengan mengadakan tolong-menolong serta member batas hak bagi pemiliknya 
dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
15
 
Dari uraian tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian 
dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki atau perempuan dengan 
status sebagai suami-isteri dalam kegiatan seksual maupun sosial yang bertujuan 
untuk membentuk keturunan serta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia, oleh 
karena itu Islam  mengatur  masalah perkawinan ini secara teliti dan mendalam, hal 
tersebut dimaksudkan agar kesucian dan keagungan perkawinan tersebut tetap 
terjaga, sehingga umat Islam dapat menemukan kebahagiaan dan ketentraman 
didalmnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ar-rūm/30: 21. 
                        
                         
 
Terjemahannya: 
 
“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.16 
                                                             
15
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern(Jakarta:Graha Ibnu, 2010), h. 
4. 
16
 Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR‟AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 
2012), h.406 
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 Selain itu, dalam Islam perkawinan disyari‟atkan supaya mempunyai 
keturunan dan keluarga sah menuju hidup bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah 
naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Perkawinan disyari‟atkan sejak zaman dahulu, 
dan hal ini banyak sekali terdapat dalam ayat al-Quar‟an seperti QS.An-Nisā‟/4: 3.17 
 
                      
                              
          
 
Terjemahannya: 
 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak 
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lainnya) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.” 
 
Dan Allah swt. Berfirman dalam QS An-nūr/24: 32. 
                         
                      َ
Terjemahannya: 
 
“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 
yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sehayamu laki-laki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
                                                             
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR‟AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 
2012), h.77 
 
16 
 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 
(pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.18 
 
Banyaknya dalil yang membicarakan tentang kedudukan amat penting 
mengenai perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan snagat penting 
dan sakral, kudus dan suci serta keturunan yang lahir dari perkawinan itu, juga suci. 
Hal ini disebkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga 
merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. 
B. Gambaran Umum Silariang 
1. Pengertian Silariang 
Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan 
pempuan dan keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari. Jadi yang dimaksud 
disini laki-laki dan perempuan, tidak terbatas pada kaum pemuda dan pemudi yang 
belum beristri, tetapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah 
kawin.Apakah mereka kawin lari sama-sama anak muda atau keduanya sudah kawin 
atau yang satu sudah kawin yang satu lagi belum beristri atau bersuami. 
Menurut Dr. TH. Chabot dalam bukunya Verwatenscahap Stand en Sexse in 
Suid Celebes mengatakan, Silariang adalah apabila gadis/perempuan dengan 
pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama. Pengertian Silariang ini diperjelas oleh 
budayawan H. Moh Nasir Said, mengatakan: silariang adalah perkawinan yang 
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dilansungkan setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama 
atas kehendak sendiri-sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Bertlin dalam 
bukunya Huwelijk en Huwelkijkrechht in Zuid Celebes mengatakan: silariang adalah 
apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama atas kehendak 
bersama.
19
 
Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa silariang itu apabila memenuhi 
syarat yaitu:  
a. Dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan 
b. Sepakat lari bersama untuk nikah 
c. Menimbulkan siri‟ dan dikenakan sanksi 
Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan annyala. 
Annyala dalam bahasa Makassar berarti berbuat salah, sebagai sebuah pilihan yang 
salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta mereka tak mampu menembus 
tembok restu kedua pihak keluarga. 
Menurut Andi Matalatta, Annyala terdiri atas tiga macam, yaitu:
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a. Silariang atau kawin lari, adalah kondisi dimana sepasang kekasih yang tak 
peroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan 
kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak. 
                                                             
 19 Zainuddin Tika, silariang dan kisah-kisah siri (Cet. I ; makassar: pustaka refleksi, 2005) 
h.2 
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Andi Mattalatta, Meniti Siri‟ dan Harga Diri Catatan dan Kenangan, (Jakarta: Khasanah 
Manusia Nusantara, 2002) h.119 
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b. Nilariang atau dibawa lari, adalah kondisi dimana si anak gadis dibawa lari oleh 
lelaki, entah karena paksaan atau karena si anak gadis dibawah pengaruh pelet. 
Kalau kasus silariang ini dilakukan atas kata sepakat bagi kedua pelaku silariang 
untuk lari bersama untuk kawin, maka dalam kasus nilariang ini, kehendak untuk 
kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki. Kalau kehendak kawin lari datangnya 
dari pihak laki-laki,maka itu berarti, perempuan yang akan dilarikanitu dilakukan 
secara paksa atau tipu muslihat. Ini sering terjadi, kalau laki-laki itu sangat 
mencintai gadis yang diinginkan, kemudian setelah melamar gadis itu, orang 
tuanya menolak atau gadis itu sendiri yang menolak dengan berbagai alasan. 
Biasanya, disertai dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh pihak laki-
laki, sehingga laki-laki  yang melamarnya itu merasa sakit hati. Sakit hati laki-
laki itu, membuat ia dendam. Laki-laki itu mau balas dendam dengan berbagai 
cara, antara lain menculik gadis itu, kemudian membawanya ke sebuah tempat, 
lalu memperkosanya, atau juga gadis itu, saat diculik, ia berada dalam ancaman. 
Bilamana tak mau mengikuti kemauan laki-laki itu, ia diancam dibunuh, 
sehingga gadis yang diculik itu, mau menuruti apa saja yang menjadi 
kemauannya, termasuk dinikahkan dengannya menjadi suami istri.  
c. Erang kale adalah kondisi dimana si gadis mendatangi si lelaki, menyerahkan 
dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini terjadi 
karena si anak gadis telah hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab dari 
lelaki yang menghamilinya. Pada kasus erang kale ini datangnya dari pihak 
perempuan. Perempuan itu lari ke rumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang 
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pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus 
bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengawini perempuan yang 
menunjuknya. Perempuan seperti ini, mereka biasanya larut dalam pergaulan 
bebas. Ia banyak berhubungan laki-laki satu dengan yang lainnya. Disaat 
berduaan, kadang setan menggodanya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, 
maka terjadi;ah perbuatan seperti layaknya suami istri.Setelah perempuan itu 
hamil, maka laki-laki yang pernah diajaknya berhubungan, sudah tidak tampak 
lagi. Mereka melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Sedangkan perempuan yang pernah digaulinya sedang hamil dan berada dalam 
ancaman dari pihak keluarganya terutama orangtuanya. Untuk menyelamatkan 
jiwanya, maka perempuan itu lari ke rumah imam. Dirumah imam itulah, baru 
perempuan itu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Bila laki-laki itu 
ada, maka dipaksa untuk menikahinya, kalau tidak mau, maka tumassiri‟ 
(keluarga dari pihak perempuan) akan menindakinya, biasanya membunuh laki-
laki itu, karena dianggap mempermainkan anak gadinya hingga hamil dan itu 
dianggap siri‟. Biasanya, kalau tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, 
maka biasanya, ditunjuk laki-laki yang secara sukarela mengawini perempuan 
tersebut. Perkawinan seperti ini disebut pattongkok siri‟ (penutup malu).  
Ketiga kondisi diatas termasuk perbuatan annyala, meski yang paling sering 
terjadi adalah silariang.Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk annyala atau 
silariang maka ketika itu juga dianggap mencoreng muka keluarganya dan 
menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut appakasiri‟. Keluarga besar si 
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gadis akan kehilangan muka di masyarakat, sementara si lelaki dan keluarganya yang 
membawa lari si anak gadis disebut tumasiri‟ atau yang membuat malu. 
Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai tumate 
attallasa, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan 
dianggap sebagai keluarga lagi sebelum mabbaji‟ atau datang memperbaiki 
hubungan.Bagi keluarga lingkar si gadis, sebuah kewajiban diletakkan pada pundak 
mereka, khususnya kepada kaum lelaki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri 
keluarga, sehingga dimnapun dan kapanpun merka melihat si lelaki pasangan 
silariang itu maka wajib bagi mereka untuk melukainya dengan sebilah badik.Ini 
adalah harga mati untuk menegakkan harga diri keluarga. 
Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari kedalam pekarangan 
rumah imam kampong. Pasangan tersebut akan aman disana, karena ada aturan yang 
menyatakan kalau mereka tak boleh diganggu ketika berada dalam perlindungan 
imam kampong. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan silariang 
akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut mabbaji‟. Ketika 
kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang 
kepada keluarga besar si gadis sambil membawa sunrang (mas kawin) serta denda 
yang telah disepakati. 
Selepas acara mabbaji‟ maka lepas juga annyala yang selama ini tercetak 
dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan 
dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan. Lepas 
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pula kewajiban kaum lelaki dari keluarga besar si gadis untuk meneteskan darah si 
lelaki yang telah membawa lari anak gadis mereka. 
Eksistensi adat silariang di zaman sekarang masih tetap sama, meski memang 
tidak semua kaum lelaki dari si gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum 
pelakunya dengan badik. Setidaknya lelaki dan keluarga gadis yang dipermalukan 
sudah berfikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan silariang 
tersebut.Meski jaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku 
kawin lari di masyarakat suku Bugis Makassar telah mengalami degradasi, tapi tetap 
saja silariang menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak memperoleh 
restu. 
2. Faktor-Faktor Penyebab Silariang 
Factor yang paling banyak menyebabkan silariang pada suku Makassar, 
adalah:
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a. Perjodohan 
Kebiasaan para orang tua, dalam mencarikan jodoh anaknya selalu mencari 
dari keluarga dekat, baik sepupu satu kali, dua kali, dan tiga kali. Tujuannya, agar 
harta warisan itu tidak jatuh keluar. 
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Muh. Nasir Said, “Siri‟ dan Hubungannya dengan Perkawinan Masyrakat Mangkasara 
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Bagi golongan ningrat, umumnya mereka mencarikan jodoh anaknya dari 
golongan sederajat, turunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga 
kemurnian darahnya. 
Namun dalam perjalannan hidupnya, ternyata anak tak selamanya mau 
mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup 
berumah tangga.Mereka tak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilhan orang 
tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan 
silariang sebagai jawaban atas sikap orang tuanya. 
Silariang dengan cara menentang kawin paksa ini, kadang berakibat fatal bagi 
si anak. Orang tua yang merasa dipermalukan, bahkan berakibat terkadang tidak mau 
lagi mengakui anaknya.Anaknya sudah dianggap mati (nimateangi) oleh orang 
tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturahmi orang tua dan anak. 
b. Hamil di Luar Nikah 
Hamil karena hubungan pacaran kemudian silariang, tak begitu bermasalah, 
karena laki-laki itu mau bertanggung jawab.Tetapi bilamana hamilnya si gadis itu 
sebagai akibat hubungan seksual pada beberapa orang laki-laki, sehingga bagi si 
gadis sulit untuk menunjuk salah satunya. Apalagi kalau laki-laki yang dimaksud 
sudah tak diketahui dimana rimbanya. Ini biasa terjadi pada perempuan yang sering 
keluar malam mencari hawa segar. 
Karena adat istiadat masih kuat di kalangan keluarganya, membuat si gadis itu 
harus lari ke rumah imam dengan caraannyala kalotoro. Imam yang menangani kasus 
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tersebut, dapat menyelesaikan dengan cara mencarikan laki-laki yang siap 
mengawininya atau kawin pattongkok siri‟. 
c. Faktor Ekonomi  
Menurut adat perkawinan suku Bugis Makassar, sebelum melakukann suatu 
perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar disertai dengan persyaratan 
berupa uang belanja (Uang panaik) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa 
persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak laki-laki tak 
bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya yang memang tidak 
memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal. 
Pemberian uang panaik terlalu tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan 
untuk menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadinya itu.Sebab dengan 
memasang tarifyang tinggi bisa membuatnya mundur. Kalau tak mampu memenuhi 
persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan 
dengan jalan silariang. 
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Makassar, silariang tidak 
dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain: tidak 
mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan 
terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari silariang akan 
berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat. 
Penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan  malu 
masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya 
24 
 
dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Setiap pelanggaran adat dalam kasus 
silariang selalu mendapatkan sanksi berupa bahan pergunjingan. 
Terkadang didalam kehidupan masyarakat, peristiwa silariang yang dilakukan 
kerabat akan menjadi bahan percekcokan dengan masyarakat sekitarnya yang 
berujung pada saling bunuh. Pertengkaran ini merupakan bentuk gejala awal yang 
melahirkan kebencian dan permusuhan dikalangan masyarakat suku Makassar. 
Suku Makassar mengakui bahwa silariang dapat diartikan musibah sosial 
dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam lingkungan 
kekerabatan. Silariang bukan saja bisa menyebabkan kematian pada pelaku, tetapi 
lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara anggota kerabat dalam batas-batas 
waktu tertentu bahkan seterusnya. 
Umumnya silariang dalam masyarakat suku Makassar dianggap sebagai 
penyelesaian hubungan rasa cinta yang mengalami hambatan dari pihak orang tua 
atau kerabat, karena masih ada sebagian masyarakat Makassar yang menentukan 
pilihan pasangan terhadap anak-anaknya, mengakibatkan anak-anak merasa kurang 
kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dikehendakinya, walaupun sudah ada 
juga orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih jodohnya sendiri. Kaum 
laki-laki menganggap silariang sebagai simbol keberanian, karena dianggap 
menembus nilai kekerabatan yang kuat dalam masyarakat. Sebaliknya  keluarga 
perempuan menganggap kawin lari sebagai penghinaan, karena memutuskan tali 
perjodohan dalam lingkungan kerabat. Konsekuensi yang ditimbulkan kawin lari 
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sebenarnya cukup tinggi namun  tidak mengurangi motivasi di kalangan kaum muda 
untuk melakukannya. 
Hubungan kekerabatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dapat 
kacau dan menimbulkan ketegangan saat terdengar berita kawin lari dalam 
masyarakat suku Makassar dengan istilah “annyala”. Bila terjadi peristiwa silariang, 
perempuannya dimana dan siapa kemungkinan laki-laki yang bertanggung jawab 
menimbulkan ketegangan dalam lingkungan kerabat karena dapat menyebabkan 
terputusnya hubungan kekerabatan. Biasanya tiga hari setelah peristiwa tersebut 
datang kepala imam kampong, menginformasikan kepada keluarga perempuan 
dengan menyebutkan laki-laki yang dimaksud perempuan, maka saat itu juga akan 
terjadi keributan. 
Jika silariang dilakukan diluar kerabat, tidak terlalu menimbulkan ketegangan 
yang mendalam, tetapi jika itu terjadi antar sesama anggota keluarga atau kerabat, 
maka akan muncul ketegangan yang sangat kuat. Terkadang bisa terjadi keributan di 
samping itu dapat terjadi pemutusan hubungan kerja, kalau di pedesaan seperti 
mempekerjakan  sawah. Dapat pula terjadi bahwa walaupun yang bersangkutan tidak 
terlibat langsung antar pekerja dengan majikan, misalnya pekerja tersebut berfamili 
dekat dengan si pelaku perempuan maka hubungan kerja dapat terputus. 
C. Sanksi terhadap Kawin Silariang  
1. Sanksi Adat 
Melakukan kawin silariang berarti melakukan suatu perbuatan siri‟. Bilamana 
perbuatan tersebut dicap melanggar siri‟ maka pihak keluarga perempuan yang 
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disebut Tumasiri‟ oleh hukum adat punya hak untuk mengambil tindakan terhadap 
pelaku silariang yang disebut Tumannyala. 
Tindakan pembalasan dari pihak Tumasiri‟ ini sering berakibat fatal bagi 
Tumannyala, yakni sering terbunuh atau luka berat.Bahkan sebaliknya, pihak 
Tumasiri‟ terbunuh atau luka parah.Sebab kalau sudah terjadi penyerangan tiba-tiba, 
pihak tumannyala juga selalu siap dengan sebilah badik di pinggangnya. Bilamana 
ada serangan tiba-tiba, maka badik juga akan terhunus keluar dan bisa mengenai siapa 
saja, termasuk tumasiri‟nya. 
Bila keluarga perempuan juga sudah memutus hubungan silatuhrahmi 
(Nimateangi), maka Tumanyyala juga merasa tersiksa batinnya, karena ia tidak lagi 
diakui oleh orang tuanya sebagai anak.
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Di Sulawesi Selatan sejak dari dulu hingga kini, kasus silariang kawin lari 
masih sering terjadi.Walaupun sanksinya berada di ujung badik bagi sipelaku 
silariang, namun masyarakat Sulewesi Selatan khususnya bagi suku Makassar, 
namun sanksi itu, tak dihiraukan. Selama cinta  bersemi bagi kedua belah pihak, 
sanksi mautpun akan tetap dihadapi. 
Dalam kasus silariang ini tidak jarang, bagi si pelaku dihadang oleh Tumasiri‟ 
(dari pihak keluarga perempuan yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau 
bahkan pembunuhan bagi sipelaku silariang yang disebut Tumanyala atau keluarga 
perempuan yang disebut Tumasiri‟. Bagi suku Bugis Makassar, sejak dari dulu 
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berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah siir‟i, dan disisi lain berlaku 
pula hukum positif yang disebut hukum pidana. Kedua hukum yang hidup di 
masyarakat ini, dalam hal kasus silariang saling bertolak belakang. 
Di satu sisi, hukum adat  mengatakan, membunuh  si pelaku silariang dengan 
alasan siiri‟ tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia dianggap sebagai pahlawan 
yang  membela siri‟-nya. Disisi lain, dalam hukum pidana , tidak menerima 
alasan  kalau ada terjadi kasus pembunuhan termasuk  alasan siri‟, dan pelakuya bisa 
dikenakan  pasal pembunuhan atau penganiiayaan dalam KUHP.  
Dalam hukum adat mengharuskan pada seseorang yang merasa dipermalukan 
(dari pihak keluarga perempuan) untuk menegakkan siiri‟ keluargnya. Dan biasanya 
berakhir dengan  pembunuhan atau penganiayaan. Keluarga dari pihak perempuan, 
setelah mendengar anaknya melakukan  silariang,  mereka akan 
menemui   kaluarganya untuk Appala Siri (minta bantuan pada keluarga untuk 
menegakkan siiri‟-nya). Pihak keluarga yang tahu bahwa  anak kemenakannya 
itusilariang maka mereka  siap-siap mengambil tindakan, bilamana di suatu saat atau 
di suatu tempat ketemu orang yang melarikan anaknya, mereka   bisa menindakinya, 
baik dengan cara mengusir,  memukul atau tidak sedikit diantara pelaku silariang ini 
menemui ajalnya di ujung badik.Sebaliknya bagi pelaku Silariang, mereka juga 
melakukan kawin Silariang, karena  beberapa alasan, antara lain, 
karena  pinangannya ditolak, mungkin ditolak karena  perbedaan strata sosial,  karena 
miskin atau karena punya  istri atau alasan lainnya. 
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Mereka  melakukan kawin silariang dengan tekad yang bulat, yakni muntuk 
membentuk keluarga. Walaupun  mereka tahu, bahwa ini mengandung resiko yang 
sangat berat, yakni bisa saja kedua-duanya celaka mati di ujung badik dari tangan 
pihak keluarga perempuan yang disebut Tumasiri‟.Walau rintangan  sebert itu 
menghadang, tapi bagi pelaku silariang yang disebut umannyala, tak gentar 
menghadapinya., apapun resikonya, termasuk  maut. Para pelaku silariang, 
khusunya  laki-laki, biasanya ia selalu siap sedia senjata tajam dengan menyelipkan 
badik di pinggangnya, kemanapun ia pergi. 
Ini dimaksud, bila mana suatu saat mendapat tantangan  maka ia melakukan 
pembelaan diri.Walaupun sanksi yang ditetapkan pada pelaku silariang atau 
tumannyala ini sangat berat, akan tetapi  Hukum Adat Makassar juga memberikan 
batasan pada tumasiri‟ untuk mengambil tindakan pada tumannyalanya.  
Para tumasiri‟ tidak bisa mengambil tindakan sembarangan.Mereka harus 
mengetahui di tempat mana yang boleh atau tidak boleh melakukan tindakan.Dalam 
hukum Adat Makasar, batasan bagi tumasiri‟ untuk memngambil tindakan 
dibatasi dalam hal-hal: Bilamana tumasiiri‟ memburu tumannyala, kemudian 
tumannyala melemparkan apa yang melekat di badannya, misalmnya songkok atau 
baju masuk dalam pekarangan orang lain, atau kalau berada di pematang sawah di 
buruh kemudian menghindar turun ke sawah, maka itu berarti  tumannyala 
dianggap  sudah minta perlindungan. Dan kalau tumannyala sudah minta 
perlindungan seperti itu, maka tumasiri‟ tak boleh lagi melakukan tindakan pada 
tumannyala. 
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Antara tumannyala dan tumasiri‟ ini bagaikan kucing dan anjing. Tak bisa 
akur selama dalam proses silriang. Akan tetapi, bila pelaku silariang ini, meminta 
rela  kepada  kedua orang tua perempuan  dan disetujui, maka selanjutnya dilakukan 
acara  damai yang disebut Abbaji. Bilamana sudah ada acara abbaji ini, maka anak 
yang anak atau kedua pelaku silariang ini, tadinya dianggap musuh bersama dari 
pihak keluarga perempuan, kemudian, berbalik seratus persen. Kedua pelaku 
silariang itu  sudah dianggap anak. Bila sudah ada acara abbaji, maka tidak ada lagi 
namanya tumasiri‟ dan tumannyala, sanksi adatpun tidak bisa diperlakukan. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika menyangkut 
masalah nyawa seseorang, terutama menyangkut masalah penganiayaan atau 
pembunuhan, maka   tidak ada  satu alasanpun untuk melakukannya, termasuk alasan 
siri‟ mereka  bisa dikenalan hukuman pidana penjara bagi para tumasiri‟. Bila sudah 
mendengar berita, bahwa anaknya atau keponakan  atau sanak keluarganya 
melakukan silariang, mereka dituntut oleh hukum Adat untuk menegakkan siri‟-nya. 
Sebab kalau tidak bertindak, mereka dicap oleh masyarakat 
sebagai ballorang (alias penakut).Tertapi mereka harus berani, tampil sebagai 
pembela martabat keluarga. Dalam ungkapan orang Makassar ada yang disebut Eja 
Tonpi sen Na Doang (nanti merah baru terbukti udang). Maksudnya, penegakan siri‟ 
itu memang banyak resiko, terutama membunuh dan akhirnya masuk penjara. 
Tetapi resiko seperti itu, tidak terpikirkan dulu karena berhasil menegkkan 
siri‟membuktikan bahwa udang itu kalau sudah dimasak merah.Kemudian ada pula 
istilah yang mengatakan, bahwa orang Makassar itu kalau menegakkan siri‟, luka 
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tusuk senjata tajam itu,  bukan berada di belakangnya, tetapi  harus ada dimuka. 
Kalau  luka tusuk berada di belakang badan,itu berarti pengecut atau penakut, tapi 
kalau  luka ada di bagian depannya, itu berarti pemberani.  
Dalam ungkapan orang Makassar disebutkantiai mangkasara punna bokona 
loko‟ (bukan orang Makassar kalau bagian belakang badannya terluka).Inilah yang 
disebut tubarani.Bagi tumannyala (pelaku silariang), juga bertekad, resiko apapun 
yang menimpa dirinya, harus mereka jalani, termasuk maut demi mendapatkan si 
buah hati belahan jantung.  Mati urusan Tuhan, tapi semangat untuk menyatukan 
dirinya dengan  gadis pilihannya tak bisa dibendung, walau itu maut 
sekalipun. Cinnaku Cinnana pakkekkepa pasisa‟laki (Cintaku dan cintanya, hanya 
linggislah yang bisa memisahkannya).Begitu eratnya cinta kedua Tumannyala, 
sehingga mereka nekad kawin lari. 
Kadang tumasiri‟ bila menemukan tumannyalanya di suatu tempat, misalnya 
di jalanan, mereka sering memburuh tumannyalanya, dan bila tumannyala tidak 
mendapat perlindungan, biasanya terjdi perkelahian. Kalau ada orang yang 
melerai,  mungkin nyawa salah satu pihak masih bisa diselamatkan, maka dalam hal 
ini dapat dikenakan pasal penganiayaan (351 KUHP), tapi kalau mereka membawa 
senjata tajam dan tidak ada yang melerainya, maka biasanya kasus ini berakhir 
dengan  maut atau pembunuhan, maka si pelaku dapat dikenakan pasal pembunuhan 
yakni pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencna dan pasal 338 KUHP tentang 
pembunuhan biasa.Selain itu, dalam kasus silarian, tentunya kedua belah pihak, baik 
tumannyala maupun tumasiri‟  keduanya  selalu siap senjata tajam berupa badik yang 
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terselip di pinggangnya. Ini juga  melanggar pasal dalam Undang-undang Darurat 
tahun 1957. 
Kemudian pada kasus silariang, karena ini dilakukan atas kesepakatan  kedua 
belah pihak yang mau kawin lari, maka dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yag 
melarang mereka untuk  kawin lari. Kecuali dalam agama, biasanya pada kasis 
silariang ini, sebelumnya disertai dengan perzinahan, maka  kasus sin itu melanggar 
aturan agama Islam. Untuk kasus nilariang, ini dapat  dikenakan pasal dalam KUHP, 
sebab  pihak perempun itu dipaksa untuk kawin dengan cara menculik atau tipu 
muslihat. Pihak laki-laki yang melakukan kawin nilariang ini dapat dikenakan pasal 
penculikan atau  pasal penipuan.Dari aspek sosial, pada kasus silariang ini, 
merupakan  aib bagi keluarga kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki lebih-lebih 
bagi keluarga perempuan yang merasa  sangat dipermalukan oleh ulah anaknya. 
Masyarakat  mencelah perbuatan ini dan mencapnya sebagai orang yang tak mampu 
mendidik anak-anaknya, serta menyalahi aturan adat dan agama. 
Di era glibalisasi ini masyarakat Indonesia di berbagai daerah tidak terlepas 
dari pengaruh global sebuah konsekwensi modernisasi. Konsekwensi tersebut 
membawa pengaruh diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial dan 
budaya yang tercermin dari perubahan pola perilaku kehidupan bermasyarakat dari 
waktu ke waktu.Perubahan tersebut juga mempengaruhi eksistensi masyarakat 
tradisional untuk turut andil dalam menjawab tantangan sebuah pembaruan dan 
pembangunan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. 
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Masuknya sebuah pengaruh modernisasi pada kenyataannya tidak serta merta 
mengeliminasi sebuah adat kebiasaan masyarakat terdahulu. Ada yang bertahan dan 
ada pula yang bergeser seiring dengan  perubahan paradigma berfikir masyarakat, 
terlepas dari kepentingan yang melatar belakanginya. Sebagian masyarakat masih 
kukuh ingin mempertahankan adat budayanya sebagai sebuah nilai kearifan lokal 
yang dianggap patut dalam mengatur tatanan hidup masyarakat ditengah dampak 
negatif pengaruh globalisasi. Disisi lain masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu 
melakukan perubahan-perubahan sebagai tujuan menuju pembangunan nasional yang 
lebih maju. Konsekwensi logisnya masyarakat Indonesia seolah diperhadapkan pada 
prinsip hidup yang dilematis, apakah ingin menjadi bangsa yang berkarakter dengan 
adat dan budayanya ataukah menjadi sebuah bangsa yang maju dan berkembang 
dengan mengenyampingkan adat budaya yang dianggap terbelakang. 
Sehingga, merupakan hal biasa jika hingga saat ini prinsip-prinsip hukum adat 
ditengah modernisasi masih menjadi wacana menarik untuk dikaji dan 
diperbincangkan diberbagai kalangan.Salah satu wacana yang masih hangat 
mewarnai kehidupan sosial masyarakat yakni tentang perilaku menyimpang dalam 
adat perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan lari atau kawin lari. 
Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang 
terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Baktak, Lampung, Bali, 
Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu 
merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.  
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Sistem perkawinan lari atau kawin lari dapat dibedakan antara “perkawinan 
lari atau kawin lari bersama” dan “perkawinan lari atau kawin lari paksaan”. Kawin 
lari bersama (Belanda:vlucht-huwelijk, wegloop huwelijk; Batak: mangalua; 
Sumatera Selatan: berlarian, Bengkulu: Selarian; Lampung: Sebambungan, metudau, 
nakat, cakak lakei; Bali: ngerorod, merangkat; Bugis: silariang; Ambon: lari bini) 
adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si 
gadis/perempuan. Cara melakukan berlarian tersebut yaitu si gadis/perempuan 
sepakat melakukan berlarian tersebut yaitu si gadis/perempuan tersebut sepakat 
melakukan lari bersama, atau si gadis/perempuan secara diam-diam diambil kerabat 
pihak pemuda/laki-laki dari kediamannya, atau si gadis/perempuan dating sendiri ke 
tempat kediaman pemuda/laki-laki. 
Perkawinan atau kawin lari paksaan (Belanda: Schaak-huwelijk; Lampung: 
dibembangkan, ditekep, ditenggang; Bali: melegandang) adalah perbuatan melarikan 
gadis/perempuan dengan akal tipu atau dengan perbuatan melarikan gadis/perempuan 
dengan akal tipu atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si 
gadis/perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. Sistem perkawinan lari 
paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa 
kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 
KUH Pidana sebagai dasar pengaduan. 
Perkawinan lari atau kawin lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti 
tata tertib adat berlarian setempat. Di kalangan masyarakat Lampung beradat 
pepaduan setidak-tidaknya gadis/perempuan yang pergi berlarian atau kawin lari 
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harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang (tengepik), 
pergi menuju kediaman (punyimbang, kepala adat) kemudian pihak gadis/perempuan 
mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan 
permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, 
lalu diadakan perundingan kedua pihak.  
Di daerah Lampung beradat pesisir, setelah gadis/perempuan diketahui pergi 
berlarian atau kawin lari, maka pihak kerabat mengusut jejak (nyusut tapak,nyusut 
luyut) ke mana gadis/perempuan itu pergi, kedatangan pencari jejak dari pihak gadis 
itu harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadis/perempuan mereka, 
apakah atas kemauan sendiri atau dipaksa.  
Di lingkungan Daya Ngaju Kalimantan berlaku adat si gadis/perempuan 
mendatangi rumah pemuda/laki-laki untuk melaksanakan perkawinan atau sebaliknya 
pemuda/laki-laki yang mendatangi rumah pihak gadis/perempuan dengan membawa 
barang-barang pemberian meminta dikawinkan, jika pihak gadis/perempuan menolak 
atau pihak gadis/perempuan harus mengganti senilai barang pemberiannya; dan dapat 
pula terjadi si pemuda/laki-laki ketika beda di rumah gadis/perempuan dikurung 
sampai pagi lalu gadis/perempuan memaksa untuk dikawinkan dengan pemuda/laki-
laki itu. 
Di Toraja Sulawesi sepasang muda mudi berkumpul di rumah 
gadis/perempuan sampai pagi lalu memaksa untuk dikawinkan orang tua mereka. Di 
Banyuwangi (masyarakat osing) berlaku adat “ngeleboni” yaitu pemuda/laki-laki 
mendatangi rumah gadis/perempuan meminta untuk dikawinkan, maka pihak 
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keluarga yang didatangi akan mengirimkan “colok” ke pihak keluarga yang 
bersangkutan untuk menyelesaikan perkawinan mereka.
23
 
Berbeda dengan tanah Bugis-Makassar dalam masyarakatnya, salah satu nilai 
tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan 
identitas serta watak, yaitu siri‟ na pace. Siri‟ berarti Rasa Malu (harga diri), 
dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau 
menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut 
pesse yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian).
24
 Jadi pacce berarti 
semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan 
individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Sering kita dengar ungkapan 
suku Makassar berbunyi “punna tena siri‟nu paccenu seng pakniak” (kalau tidak ada 
siri‟ mu pace-lah yang engkau pegang teguh). 
Sehingga menjadi salah satu relitas sosial dalam masyarakat tradisional suku 
Makassar bahwa perkawinan bersinggungan dengan masalah siri‟. Dinilai dari tingkat 
strata sosialnya ketika anak gadisnya dilamar dengan jumlah mahar (mas kawin) 
tertentu sebagai proses tradisi wajib, dalam menghargai dan memuliakan 
gadis/perempuan yang dipersunting. Namun, disisi lain dengan persembahan 
doe‟panaik (mas kawin) yang cukup pantastis itu adalah salah satu penyebab 
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 Hilman Hdikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, CV. Mandar Maju, hal 183-188. 
24
 Imbasadi, Sumber: https://wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-
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terjadinya kasus-kasus perkawinan lari atau kawin lari yang dalam masyarakat 
tradisional suku Makassar disebut Silariang. 
Silariang merupakan bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan 
hukum adat yang berlaku, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai 
dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang 
mengatur tentang perkawinan. Silariang terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak 
menyetujui hubungan dari kedua pelaku tersebut sehingga mereka mengambil jalan 
pintas  meskipun kedua pelaku silariang ini menyadari bahwa tindakannya salah dan 
penuh resiko. 
2. Sanksi Pidana 
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini, 
masih produk Belanda.Walaupun disana-sini sudah dilakukan berbagai perubahan 
dengan menyempurnakan beberapa pasal-pasal sesuai dengan kondisi di 
Indonesia.Berlakukan KUHP zaman belanda tersebut, karena dalam Pasal 2 aturan 
peralihan UUD 1995 yang intinya mengatakan “kedudukan peraturan lama masih 
tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Karena KUHP belanda hingga kini 
belum ada penggantinya, maka menurut pasal 2 aturan peralihan tersebut masih tetap 
berlaku. 
Ketiadaan KUHP yang merupakan produk nasional tersebut, perlu bagi 
pemerintah dan legislative untuk meninjau kembali kemungkinan dapat tidaknya 
KUHP baru dengan mengakses adat budaya yang masih berlaku di berbagai daerah di 
Indonesia. 
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Seperti dalam hukum adat suku Makassar, ada yang dinamakan 
Siri‟.Persoalan Siri‟ di Sulawesi Selatan memang sangat rawan, sebab salah sedikit 
bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Apa lagi dalam hukum adat, membolehkan 
adanya tindakan hukum dari keluarga perempuan terhadap pelaku silariang. Tindakan 
itu menurut adat Makasaar, tak dikenakan sanksi, walau KUHP mengancam 
dijatuhkan pidana penjara sampai bertahun-tahun. 
Dalam kasus siri‟ dan silariang, jelas melanggar berbagai pasal dalam KUHP 
yang disebut suatu kejahatan.Seperti Pasal 332 KUHP (Silariang dengan anak 
dibawah umur), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana terhadap Tumannyala), 
Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang 
terkait dengan kasus siri‟ dan silariang. 
Prof Roeslan Saleh selanjutnya mengutip pendapat Siman dan Haswinkel 
Suriga yang mengatakan: Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan 
delik dalam undang-undang. Jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi selidiki, 
apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.
25
 
Berdasarkan dari pendapat tersebut berarti, kasus silariang, baik secara yuridis 
maupun non yuridis adalah mencakup semuanya, karena disamping melanggar 
peraturan tertulis (KUHP) juga melanggar norma-norma yang hidup dalam 
masyarakat. Walau orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan siri‟ dalam 
hukum adat Makassar, tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, bahkan dianggap 
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Zainuddin Tika, Silariang dan Kisah-Kisah Siri‟ (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), 
h.13 
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sebagai kewajiban moral, namun dalam KUHP, membunuh dengan alasan apapun, 
tetap dicap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.  
Dari sinilah, Nampak perbedaan nilai yang terdapat dalam KUHP dan Hukum 
Adat Makassar khususnya menyangkut masalah siri‟.Disatu sisi, Hukum Adat 
Makassar menuntut perlu dilakukan suatu tindakan hukum tetapi disisi lain, KUHP 
melarang untuk mengambil tindakan hukum, dengan alasan apapun. 
 Ada beberapa Pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berlatar belakang 
siri‟ dan silariang dalam hukum adat Makassar: 
a. Pasal 332 KUHP 
1) Paling lama tujuh tahun, barang siapa yang membawa pergi seorang wanita 
yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya 
tetapi persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya 
terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan. 
2) Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita 
dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud 
untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun 
diluar perkawinan.
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Pada ayat 1 Pasal 332 tersebut diatas, bagian inti deliknya yaitu: 
1) Membawa pergi perempuan dibawah umur, 
2) Tanpa izin orang tua atau walinya, 
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Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHAP (Cet.I; 
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3) Dengan kemauan perempuan itu sendiri, 
4) Dengan maksud menguasai atau memilik perempuan tersebut, baik dengan 
perkawinan maupun di luar perkawinan. 
5) Dengan pempergunakan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan. 
 Dari bunyi pasal 332 KUHP itu, memperlihatkan bahwa perkawinan silariang, 
melanggar hukum pidana bilamana wanita yang dilarikan itu masih dibawah umur, 
dengan tipu daya, dengan ancaman kekerasan.Tetapi bila mana silariang itu sama-
sama dilakukan oleh orang dewasa dan dilakukan atas persetujuan keduanya, maka 
disini KUHP tidak mempersoalkannya sebagai suatu tindak pidana. Namun dalam 
hukum adat Makassar, ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma 
adat dan dapat dikenakan sanksi adat. 
b. Pasal 284 KUHP 
Dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun: 
1) Laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahui bahwa Pasal 27 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Sipil berlaku padanya. 
2) Perempuan bersuami berbuat zina. 
 Sebelum terjadi silariang, kadang terjadi hubungan badan atau perzinahan 
diantara keduanya.Bilamana perempuan tersebut hamil, sedang kedua orang tuanya 
tak merestui laki-laki pilihannya, maka disitulah sering terjadi kasus silariang. 
Namun dalam Pasal 284 KUHP terlalu membatasi pengertian zina ini, yakni 
hanya laki-laki yang sudah beristeri atau perempuan yang sudah bersuami melakukan 
hubungan seks diluar nikah. Sedang bila hal ini dilakukan oleh kaum muda mudi 
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yang belum nikah atas dasar suka sama suka, maka menurut hukum pidana bukan 
merupakan suatu tindak pidana. Kalaupun terjadi kasus semacam ini, ancaman 
hukumannya hanya 9 bulan kurungan. 
 
 
 
c. Pasal 340 KUHP 
“Barang siapa dengan sengaja atau rencana terlebih dahulu merampas nyawa 
orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (moord) dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”27 
Dari Pasal tersebut diatas, pengaturan tentang pembunuhan berencana.Dalam 
kasus silariang, kadang terjadi namanya kasus pembunuhan dengan alasan 
siri‟.Biasanya yang melakukan penyerangan adalah tumasiri‟ terhadap 
tumannyala.Bila terjadi penyerangan, terjadi pergumulan, dan biasanya berakhir 
pembunuhan.Bila terjadi kasus pembunuhan dengan alasan siri‟, maka penegak 
hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim menerapkan pasal-pasal pembunuhan 
atau penganiayaan bila korban tidak mati.Biasanya pasal yang didakwakan adalah 
Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) 
dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 
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Dalam KUHP terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwah, seperti yang 
disebutkan dalam pasal 52 dan 52 (a) KUHP. Pada pasal 52 disebutkan, tentang 
orang-orang yang melakukan kejahatan, dengan melanggar kewajiban khusus dari 
jabatannya.Demikian halnya pada pasal 52 (a), tentang orang yang melakukan 
kejahatan dengan memakai bendera kebangsaan.Pelanggaran terhadap kedua pasal 
ini, hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokok. 
Disamping adanya hal-hal yang memeberatkan hukuman hukuman dalam 
KUHP, juga terdapat hal-hal yang meringankan hukuman.Seperti yang telah 
disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, tentang percobaan melakukan kejahatan, sedang 
percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dihukum.” 
Adapun hal-hal yang menghapus hukuman, telah diatur dalam pasal 44 KUHP 
tentang orang-orang yang tak mampu bertanggung jawab, misalnya orang yang sakit 
jiwa atau gila.Pasal 45 KUHP tentang orang yang belum cukup umur (16 tahun).Pasal 
48 KUHP tentang pengaruh daya paksa. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, 
Pasal 50 KUHP tentang ketentuan Undang-Undang, dan Pasal 51 KUHP, karena 
pemerintah jabatan. Semuanya dalam KUHP tidak dipidana.Kecuali kalau ada hal-hal 
lain yang memberatkan hukuman, tentunya bisa dikenakan hukuman. 
Berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat bahwa dalam KUHP, telah ada pasal-
pasal yang mengatur tentang hal-hal yang memberatkan, meringankan dan 
menghapus hukuman dari suatu tindakan kejahatan.Khusus hal-hal yang meringankan 
atau menghapus hukuman dalam KUHP, tidaklah dijumpai adanya alasan hukum adat 
(seperti siri‟) yang dapat digunakan untuk meringankan atau menghapus suatu 
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hukuman terdakwa.Yang ada hanyalah keadaan terpaksa, belum cukup umur dan 
sebagainya yang dapat menghapus hukuman. 
Bagi adat suku Makassar, masalah siri‟ merupakan suatu hal yang sangat 
prinsipil yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Bila ada yang mengganggu siri‟-
nya maka yang bersangkutan tidak tinggal diam. Karena siri‟ baginya adalah suatu 
kehormatan, harga diri, martabat dari seseorang yang tidak bisa diganggu oleh orang 
lain. Bila ada yang mencoba mengganggunya, yang bersangkutan biasanya 
melakukan tindakan balasan yang kadang berakhir dengan pembunuhan.Dan orang 
yang merasa diinjak-injak harga dirinya itu tak mengambil tindakan, mereka dicap 
sebagai orang yang tak punya siri‟ (malu) atau dalam bahasa Makassar disebut tau 
tena Siri‟na. 
3. Pencegahan dan Pembatalan dalam Kawin Silariang dalam 
Kompilasi Hukum Islam 
Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi 
seluruh alam (rahmat lil-„alamīn), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua 
masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan 
elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri 
atas dua model; 
a. Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang 
diberikan oleh sunah sebagai tafsir dari Al-Qur‟an, dengan penetapan hal-hal 
yang seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya buat kemajuan 
peradaban manusia. Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur‟an dan 
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As-Sunnah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kulliyah yang tidak 
berubah-ubah. 
b. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-
hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah 
mahram (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. 
Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau 
kasus tertentu.
28
 
Luasnya khazanah Islam maka Islam mengatur tentang perkawinan. Pada sub 
ini akan diurai tentang kawin silariang  yang kaitannya dengan pencegahan dan 
pembatalan perkawinan berdasrkan Kompilasi Hukum Islam. 
Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 
bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.Syarat-syarat perkawinan 
yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam 
Pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu: 
a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat 
melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi 
umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat 
dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya 
sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang. 
                                                             
28
Abd. Shomad, hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Cet. I;  
Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 57. 
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b. Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara 
kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam 
satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah 
semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk 
melangsungkan perkawinan. 
c. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat 
dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang 
akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain. 
d. Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat 
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi 
pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang 
diperbolehkan berpoligami. 
e. Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah 
kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya 
sepanjang menurut agamanya (hokum) mengatur lain. 
f. Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk 
melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan 
yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). 
Adapun yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan 
yaitu: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. 
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b. Saudara. 
c. Wali nikah. 
d. Wali. 
e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
Berdasarkan pasal 20 UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 
bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu 
melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap 
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini.Bahkan 
pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak 
melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap 
Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)). 
Sehingga pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan 
dilangsungkan.Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya 
penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu 
perkawinan dilangsungkan. 
Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para 
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 
22).Syarat-syarat yang tidak dipenuhi dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu: 
a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang 
tidak berwenang. 
b. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. 
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c. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi. 
Ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas dapat digugurkan pembatalannya 
apabila suami/istri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama 
sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hokum 
tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah.Berdasarkan Pasl 23, 
pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami/istri. 
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
d. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2). 
e. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung terhadap 
perkawinan tersebut asal perkawinan itu telah putus. 
Seorang suami/istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila: 
a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 
b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami 
atau istri. 
Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 
perkawinan.Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang 
akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah: 
a. Perkawinan itu dapat dibatalkan. 
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b. Perkawinan dapat batal demi hokum artinya sejak semula dianggap tidak ada 
perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan di mana antara 
suami istri itu mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan ke atas atau 
ke bawah ataupun satu susuan. 
Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan 
pihak ketiga berlaku surut: 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang 
sah. 
b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 
yang lebih dahulu. 
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point 1 +2 sepanjang mereka 
memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembtalan 
mempunyai kekuatan hokum tetap. 
Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
warahmah.Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu 
agar tujuan perkawinan yang dimaksud tercapai.Sebagaimana yang telah diketahui 
bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu 
perbuatan.Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan 
menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Dalam KHI rukun nikah terdapat dalam bab 
IV bagian kesatu Pasal 14 yang berisi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  
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a. calon suami, 
b. calon istri, 
c. wali nikah, 
d. dua orang saksi, 
e. ijab dan qabul. 
Rukun nikah yang terakhir, yaitu ijab dan qabul merupakan rukun yang paling 
pokok, karena merupakan simbol keridaan laki-laki dan perempuan untuk mengikat 
hidup berkeluarga.Selain ijab dan qabul, keberadaan wali nikah pun sangat berperan 
penting. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
mengatur masalah wali nikah secara eksplisit, hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) 
dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah 
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dihadiri 
oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam 
garis lurus ke atas dari suami istri.  
Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh 
wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini dapat 
dikembalikan kepada Pasal 26 Undang-Undang No.2 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah 
tidaknya suatu akad perkawinan. 
Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 KH yang menyatakan bahwa wali 
dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon 
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mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.Jika ditinjau dari perspektif 
KHI, di dalam pasal 70 KHI dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) 
apabila: 
a. Suami melakukan perkawinan,  sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 
karena sudah mermpunyai ermpat orang isteri, srekalipun salah satu dari 
keermpat isterinya itu dalam iddah talak raj‟i. 
b.  Seseorang menikahi bekas istrinya yang terlah dili‟annya. 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yan yang terlah dijatuhi tiga talak olehnya, 
kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang 
kermudian bercerai lagi ba‟da dukhul dari pria terserbut dan telah habis masa 
iddahnya. 
d. Perkawinan di lakukan antara dua  orang yang yang mempunyai hubungan darah, 
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: 
1) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas. 
2) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya. 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah 
tiri. 
4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi 
atau paman sesusuan. 
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5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau 
istri-istrinya. 
Selanjutnya perkawinan yang dapat dibatalkan apabila: 
Pasal 71 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata dikemudian diketahui masih menjadi istri pria 
yang mafqud. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan 
pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  
Pasal 72 
a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 
b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah 
sangka mengenai diri suami atau istri 
Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat membatalkan 
perkawinan adalah pasal 73 yang berbunyi: yang dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan adalah: 
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan  ke bawah dari suami atau 
istri. 
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-
undang. 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 
syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tersebut dalam pasal 67. 
Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi 
pasal KHI sama dengan UUP.  
Pasal 74 ayat 2 
 
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saaat berlangsungnya 
perkawinan.
29
 
 
Jelaslah bahwa KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan 
perkawinan yaitu perkawinan batal demi hukum yang seperti termuat dalam pasal 70 
dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relative) seperti yang terdapat pada pasal 
71.Akibat pembatalan perkawinan pun dibahas dalam UU No.1/1974 pasal 28 
ayat(2), sedangkan jika kita tilik sesuai KHI seperti terdapat padda pasal 75 dan 76. 
Pasal 75 KHI 
 
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
                                                             
29 Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; 2000) h.42 
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a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad. 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik 
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap.
30
 
 
 
Pasal 76 KHI 
 
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya.
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Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap 
status anak yang telah merekan lahirkan.Apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan 
tidak terpenuhi, perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan, karena perkawinan yang 
berlangsung dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua mempelai.Misalnya 
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang akhirnya pihak mempelai wanita 
menjadi korban penipuan mempelai pria, dan anak yang dilahirkan sukar 
mendapatkan akta kelahiran yang sah, dan hal tersebut mempermudah terjadinya 
kawin cerai tanpa disertai dengan keterangan dan bukti tertulis yang jelas.Status 
pihak mempelai wanita bukan janda dan juga bukan perawan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian pada dasarnya  merupakan suatu upaya pencarian dan bukanya 
sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang.
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Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
melakukan jawaban.
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan 
lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan 
makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, 
Kecamatan Turatea, desa Bululoe. Alasan dipilihnya desa Bululoe karena masih 
terjadi kasus kawin lari “silariang” dimana sanksi adatnya masih berlaku.   
B. Pendekatan Penelitian 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 
2011), h. 27 
33
  Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D (Alfabeta: Bandung, 2013) h. 
279. 
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 Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang 
dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain 
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 
dengan profesi peneliti
34
. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai 
berikut:  
1. Pendekatan Yuridis Normatif 
Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 
menekanka  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait.  
2. Pendekatan Syar’i 
Penelitian ini menggunakan pendekatan syar‟i karena penelitian ini 
berdasarkan pada Hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-
Qur‟an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama. 
3. Pendekatan Sosiologis 
Pada penelitian ini menekankan pada eksistensi atau keadaan masyarakat 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi, yang dimana hal tersebut akan mengkaji 
pada sifat dan prilaku terhadap masyarakat yang menyimpang, terdapat pada desa 
Bululoe. 
C. Sumber Data 
Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penellitian 
ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu: 
a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang menjadi sumber utama dari penelitian ini berupa 
hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun informan dalam sumber data 
primer berjumlah lima orang. Ke-limaa orang tersebut terdiri dari Kepala Desa, Imam 
Desa, Tokoh Mayarakat, pelaku silariang 2 orang laki-laki dan perempuan. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 
 
Tabel II 
Tentang Informan 
No NAMA INFORMAN KET 
1 Kepala Desa 1 orang  
2 Imam Desa 1 orang  
3 Tokoh Masyarakat 1 orang  
4 Pelaku Silariang 2 orang  
 Jumlah  
5 orang 
 
 
          (Sumber: Data Primer Peneliti, 2017) 
 
b. Data Sekunder 
Data skunder dikumpulkan melalui Library research atau penelitian 
kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan-
bahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini baik itu melalui buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah dan bahan lain dalam 
bentuk tertulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Observasi 
Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan 
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 
individu atau kelompok secara langsung. 
2. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah pertemuan antara dua orang atau 
percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui 
pertanyaan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan atau keputusan), gambar atau karya-karya 
yang momental yang bersangkutan. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan 
dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku Catatan dan Alat Tulis 
Buku catatan dan alat tulis digunakan untuk mencatat smua percakapan yang 
diperoleh dari sumber data. Selain itu buku catatan dan alat tulis membantu dalam 
penyusunan karya tulis ilmih dalam bentuk skripsi. 
3. Alat Perekam 
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Alat perekam digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat itu kurang akurat jadi 
rekaman tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakannya. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun bentuk-bentuk 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
a. Klasifikasi Data 
Klasifikasi data adalah mengolongkan atau menkategorikan data yang 
dihasilkan dalam penelitian. 
b. Reduksi Data 
Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan 
topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
c. Editing Data 
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalan 
menemukan jawaban pokok permaslahan. Hal ini dilakuakn untuk memperbaiki data 
serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyderhanaan data kedalam bentuk yang lebih 
mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan. Dalam penelitian ini digunakan 
metode analisa data kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data 
yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode 
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analisa dedukktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. 
Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Silariang dalam hukum pidana 
ditinjau dari hukum Islam. 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis 
deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan 
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk 
kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan 
sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.  
  
59 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
 Desa Bululoe, kecamatan Turatea adalah salah satu desa yang ada di 
kabupaten Jeneponto yang terletak di sebelah utara kota. Kecamatan turatea memiliki 
sebelas desa dan memiliki luas keseluruhan 53.76 Km
2
. Desa Bululoe yang 
merupakan slah satu dari bagian kecamatan Turatea meiliki luas 777.02 Ha.dengan 
batas wilayah: 
Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Tanjonga 
Sebelah timur : berbatasan dengan desa mangepong 
Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan bontoramba.  
 Desa Bululoe terdiri dari tujuh dusun yaitu, dusun pangkajekne (267 Ha), 
dusun Bontobiraeng (134Ha), dusun kampung beru (125Ha), dusun punagayya 
selatan (27Ha), dusun punagaya induk (42Ha), dusun palambuta (97Ha), dusun 
palambuta utara (45Ha). 
35
 
2. Keadaan Desa Bululoe 
a. Struktur Pemerintahan 
Dari aspek pemerintahan, Desa Bululoe dipimpin oleh seorang kepala desa 
dan dibantu oleh sekertaris dan beberapa bawahan yang memiliki tugas masing-
masing antara lain membawahi bidang kesejahtraan, bidang pemerintahan, dan 
                                                             
 35 Data Kantor Desa Bululoe tahun 2017 
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bidang pelayanan. Tak hanya itu, kinerja pemerintahan juga didukung oleh beberapa 
perangkat desa yang terdiri dari staf  dan kepala dusun yang masing-masing 
bertanggungjawab untuk memimpin satu dusun di desa ini.  
 Kinerja kepala desa dan bawahannya akan diawasi dan dikontrol oleh sebuah 
badan yang disebut dengan istilah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang 
diketahui oleh tokoh masyarakat yang diangkat berdasarkan surat keputusan 
pemerintah setempat dalam hal ini surat keputusan dari Bupati Kabuaten Jeneponto.  
 Tugas utaman dari BPD adalah sebagai  badan pengontrol dan pengawas 
tugas-tugas kepala desa dan jajarannya. BPD berwenang untuk menilai bagaimna 
kinerja dari aparat desa.Tak hanya itu, selaku badan permusyawaratan, badan ini juga 
mempunyai tanggungjawab untuk menampung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat 
terkait kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh aparat desa setempat.Namun perlu 
dipahami bersama bahwa BPD tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan 
atau menonaktivkan aparat desa yang telah terpilih. 
 Selain BPD, dikenal pula adanya lembaga Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat yang disingkat LPM/Lembaga Adat, Lembaga ini bertugas untuk 
mewadahi segala ursan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan administrasi 
pemerintahan. Dan ada juga lembaga lain yang dikenal dengan Badan Kerja Sama 
antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM), BKAD merupakan badan 
yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/pembangunan antar wilayah desa (bisa 
antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan atau antar wilayah beberapa 
kecamatan). BUM desa, badan ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kontribusinya dalam menyidiakan 
61 
 
pelayanan sosial. Artinya BUMdesa, tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga 
mempertimbangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat di Desa Bululoe. 
 Sistem pemerintahan membagi wilayah Desa Bululoe yang menjadi tujuh 
dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Desa Bululoe juga 
dilengkapi dengan beberapa faktor pendukung yang menunjang kinerja pemerintahan 
antara lain sarana dan prasarana fisik desa, organisasi dan kelembagaan desa maupun 
personel pemerintahan desa, antara lain berupa kantor desa, LPM/Lembaga Adat, 
BKAD, BUM, Majelis Taklim, dan Pengurus Masjid. Beberapa hal tersebut berperan 
sebagai alat pendukung demi mencapai stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan 
masyarakat secara umum di desa tersebut. 
b. Kependudukan  
Jumlah penduduk desa Bululoe Kec.Turatea sebanyak 5.198 jiwa yang terdiri 
dari 2550 jiwa laki-laki dan 2.684 jiwa perempuan, dari 1583 Kepala Keluarga, 
dengan sex ratio sebesar 90 dan kepadatan penduduk sebesar 317 jiwa/KM2. 
c. Kondisi Sosial 
 Jumlah sarana Pendidikan sebanyak 7 fasilitas pendidikan yaitu 1 TK, 3 SD, 
1 SMA, 1 SMP, dan 2 Paud. Sedangkan untuk sarana olahraga sebanyak 1 buah  
lapangan yaitu lapangan sepak bola. Karena penduduk desa Bululoe 100% beragama 
Islam, sehingga terdapat 7 buah Masjid dan 1 buah Mushola. Jumlah sarana 
Kesehatan di Desa Bululoe sebanyak 8 fasilitas dengan 7 buah posyandu, 1 buah 
puskesmas, 3 buah klinik, dan 1 buah apotik.  
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d. Perdagangan 
 Di desa Bululoe terdapat fasilitas perdagangan dan jasa yang terdiri dari 
beberapa jenis fasilitas perdagangan dan jasa dengan 38 buah kios, 4 buah warung 
makan, 9 bengkel, dan pasar.  
B. Silariang dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Nasional dan Hukum 
Islam 
1. Silariang dalam Hukum Adat Suku Makassar 
 
Dilihat dari segi perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum dimulai dari 
pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus 
menerus dilakukan seseorang menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan 
pribadi tersebut ditiru setiap orang bahkan kelompok masyarakat maka kebiasaan 
pribadi tersebut menjadi “adat”. Agar adat berlaku dan ditaati bagi semua anggota 
masyarakat maka adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang kemudian menjadi 
Hukum Adat. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus 
dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Silariang dalam suku Makassar suatu bentuk perkawinan yang menyalahi 
peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak 
menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil 
jalan pintas.  
 Di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulewesi Selatan terdapat suatu sanksi 
pidana adat yang masih diterapkan walaupun hanya sebagian. Sanksi pidana adat 
tersebut dikenakan bagi pelaku silariang.   
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Berdasarkan hasil waawancara dengan Bapak Anwar Rajab selaku Imam desa 
Bululoe, menyatakan bahwa: 
Silariang adalah tindakan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan lari 
bersama untuk menikah karena berbagai faktor yaitu orang tua tidak merestui, dan 
rasa cinta yang amat besar terhadap perempuan tersebut.
36
 
Lebih lanjut, menurut Bapak H. Akhmad Situju selaku kepala desa Bululoe, 
mengungkapkan bahwa:  
Silariang adalah kawin lari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas 
dasar suka sama suka karena tidak direstui.
37
 
Berdasarkan hal tersebut, silariang merupakan tindakan yang tidak dibenarkan 
oleh adat di desa Bululoe, Kabupaten Jeneponto. Dimana orang tua tidak merestui 
yang pada umumnya dilatar belakangi oleh perbedaan strata sosial dalam keluarga 
perempuan dan/atau laki-laki, dapat berupa salah satu pihak menyandang karaeng 
(gelar bangsawan) dan yang lain hanya menyandang gelar daeng (masyarakat biasa) 
atau kaya dan miskin, dan juga biasa terjadi karena uang panai, dimana uang panaik 
adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta 
                                                             
36
 Wawancara dengan Bapak Anwar Rajab Dg.Tinggi selaku Imam Desa Bululoe pada 
tanggal 6 mei 2017 jam 16.00 WITA. 
37 Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Situju  selaku Kepala Desa Bululoe pada tanggal 8 
mei 2017 jam 10.00 WITA. 
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pernikahan dan belanja keperluan pernikahan lainnya.
38
 Uang Panaik yang terlalu 
tinggi merupakan salah satu alasan untuk tidak bias merestui hubungan tersebut 
karena tidak bisa dipenuhi oleh keluarga laki-laki. 
Rasa cinta yang amat besar terhadap seorang perempuan yang lari bersama 
dengan pihak laki-laki merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena 
mengatasnamakan cinta. Sehingga mendorong laki-laki dan perempuan memiliki  
keinginan untuk menikah lebih besar dan menghalalkan segala cara untuk 
mengabulkannya, salah satunya dengan kawin lari atau silariang. 
Sehingga dapat dipahami bahwa tidak adanya restu dari kedua atau salah satu 
orang tua pelaku silariang terkhusus perempuan dan rasa cinta yang amat besar 
mendorong seseorang melakukan silariang. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan 
salah satu pelaku silariang yaitu Anita Dg.Rannu yang menyatakan bahwa, 
“…beberapa faktor yang menyebabkan saya melakukan silariang karena saling 
mencintai dan tidak adanya restu dari orang tua”39. Demikian pula yang diungkapkan 
oleh Saharia Dg.Baji bahwa, “…faktor yang menyebabkan saya melakukan silariang 
adalah karena saya saling mencintai dan terlanjur berbadan dua”40. 
                                                             
38 https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com/2017/05/08/ngeri-nya-uang-panai-untuk-
melamar-wanita-bugis-makassar/ 
39 Wawancara dengan Anita Dg.Rannu  pelaku Silariang pada tanggal 7 mei 2014 17.00 
WITA. 
40
 Wawancara dengan Saharia Dg.Baji pelaku Silariang pada tanggal 8 mei 2014 16.00 
WITA. 
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Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Makassar, silariang tidak 
dibenarkan karena silariang tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, 
terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, 
karena konotasi dari silariang akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan 
negatif. 
Bagi pelaku silariang di desa Bululoe, dikenakan sanksi adat karena silariang 
dipandang sebagai perbuatan melanggar siri‟. Prof. Cassuto yang dituangkan dalam 
bukunya berjudul „Het Adat Strafrecht in Nederlanch Indischen Archipel‟ 
mengatakan bahwa siri‟ merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moril untuk 
membunuh pihak yang melanggar adat.
41
 Sedangkan, Mr Moh. Natsiri sendiri dalam 
bukunya mengatakan, siri‟ adalah suatu perasaan malu (krengking/blegiding) yang 
dapat menimbulkan sanksi dari keluarga/family (verwatenagroep) yang dilanggar 
norma adatnya.
42
 Sehingga dapat dipahami bahwa siri‟ merupakan tindakan 
pembalasan, berupa sanksi dari pihak yang telah dilanggar siri‟-nya (tumasiri) dan 
hanya melihat siri‟ dalam hal pelanggaran adat perkawinan atau kasus kesusilaan 
seperti kasus silariang. Selain dari pendapat pakar budayawan tersebut, pengertian 
siri‟ juga telah menimbulkan berbagai tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat. 
Beberapa orang berpendapat siri‟ memiliki makna malu-malu (dalam bahasa 
Makassar disebut siri‟-siri‟) adapula yang mengartikan siri‟ sebagai harga diri, 
                                                             
 
41
 Zainuddin Tika, silariang dan kisah-kisah siri (Cet. I ; makassar: pustaka refleksi, 2005) 
h.2 
42 Moh Nasir Sair, Siri‟ dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara. 
(Makassar:P.Sejahtera) h.26 
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martabat atau kehormatan. Bahkan beberapa orang mengartikan siri‟ dengan tindak 
kejahatan. Pendapat yang terakhir inilah yang sangat keliru, sehingga dengan 
pendapat tersebut juga membangun paradigma masyarakat dengan melihat siri‟ dari 
segi akibatnya saja, dan inilah yang menyebabkan seringanya terjadi pembunuhan. 
Karena hanya dengan membunulah mereka dapat menegakkan siri‟. 
Bentuk sanksi atau hukuman yang diterapkan bagi pelaku silariang 
yaitupenghinaan dan/atau penganiayaan dan/atau diusir dari kampung, dan/atau 
bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat.Tetapi yang hanya boleh 
melakukan hukuman tersebut yaitu pihak keluarga yang melakukan silariang. 
Sanksi tersebut hanya diterapkan jika mereka yang melakukan silariang 
menginjakkan kaki ke dalam kampung tempat mereka berasal sebelum “akbaji” 
(pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan) maka secara adat maka sanksi pidana 
adat dapat diterapkan kepada mereka. Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu 
pelaku silariang, Anita Dg.Rannu yaitu, “…karena perbuatan saya melanggar siri‟, 
makanya saya diusir keluar dari desa, apabila saya menginjakkan kaki di desa ini lagi 
maka saya dipukul bahkan bisa dibunuh.”43 
                                                             
43
 Wawancara dengan Anita Dg.Rannu pelaku Silariang pada tanggal 7 mei 2017 17.00 
WITA. 
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Lebih lanjut, Bapak Baharuddin reppe selaku tokoh masyarakat desa Bululoe 
menegaskan bahwa, sanksi yang diberikan kepada pelaku silariang tersebut hanya 
semata-mata untuk menegakkan siri‟. 44 
Jika yang melakukan silariang menginjakkan kaki kembali ke rumah atau 
kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau 
dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau 
dikenal dengan istilah amminro baji‟ (pulang baik), maka sanksi adat akan diterapkan 
bagi mereka ketika ditemukan atau atau bertemu dengan pihak keluarga.   
Selain itu sanksi silariang diterapkan hanya jika pelaku silariang baik laki-
laki maupun perempuan terlihat atau dilihat oleh keluarganya dengan catatan sanksi 
pidana adat yang diterapkan hanya apabila terdapat kesepakatan antar-keluarga yang 
melakukan silariang dengan menganggap bahwa hal yang pelaku silariang lakukan 
merupakan hal yang memalukan (appakasiri‟) sehingga menimbulkan siri‟. Karena 
siri‟ dianggap dimana laki-laki sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai 
wadah kehormatan. Sedangkan untuk membela serta menegakkan siri‟ anggota 
keluarga mempertaruhkan segala apapun, sekalipun dengan darah dan nyawa. Maka 
penerapan salah satu sanksi pidana adat merupakan salah satu upaya untuk 
menegakkan siri‟ atau memperbaiki nama baik keluarga. 
2. Silariang dalam Hukum Nasional 
Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa setiap 
orang berhak membentuk keluarga dan melanjukan keturunan melalui perkawinan 
                                                             
44 Wawancara dengan Baharuddin Reppe selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 10 mei 2017 
20.00 WITA. 
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yang sah.Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia 
merupakan hak asasi manusia. 
Perkawinan yang dilakukan haruslah sah, mengingat Pasal 28I UUD Tahun 
1945 mengatur bahawa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk dengan undang-undang denagn maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat. 
Suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan (terkhusus pendaftaran nikah di Kantor Urusan 
Agama (KUA)) dan perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama atau 
kepercayaan calon mempelai, misalnya bagi yang beragama Islam melangsungkan 
perkawinan berdasarkan agama Islam. 
Berdasarkan Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum 
Islam yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan.  
Berdasarkan Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum 
Islam mengatur bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau miṡaqan galiẓa untuk mentaati perintah Allah swt. dan 
melaksanakannya merupakan Ibadah.  
Untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 
1999 tentang Kompilasi Hukum Islam maka harus memenuhi syarat-syarat nikah 
yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada walī nikah, ada dua orang saksi dan ada 
ijab Kabul. 
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Walī nikah merupakan syarat nikah yang harus dipenuhi calon mempelai 
perempuan untuk menikahkannya. Dimana walī nikah tersebut harus memenuhi 
syarat-syarat menjadi walī nikah yaitu berakal, balig dan muslim sebagaimana diatur 
dalam Pasal 20 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Walī nikah terdiri atas walī nasab dan wali hakim berdasarkan Pasal 20 ayat 
(2) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 
21 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam walīnasab 
terdiri atas empat kelompok dimana kelompok pertama didahulukan dibanding 
kelompok kedua dan begitu seterusnya hingga kelompok selanjutnya, kelompok 
pertama yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari 
pihak ayah dan seterusnya, kelompok kedua yakni kelompok kerabat saudara laki-laki 
kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok 
ketiga yakni kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki sekandung seayah dan 
keturunan laki-laki mereka dan kelompok keempat yakni kelompok saudara laki-laki 
kandung kakek, saudara lak-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 
Apabila walī nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat 
sebagai walī nikah atau oleh karena walī nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, 
atau sudah udzur, maka hak menjadi walī  bergeser kepada walī nikah lain menurut 
derajat berikutnya berdasarkan Pasal 22 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. 
Adapun walī hakim baru dapat bertindak sebagai walī nikah apabila walī 
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 
tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggang berdasarkan Pasal 23 Nomor 1 Inpres 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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Silariang untuk sebutan kawin lari dalam suku Makassar yang menjadi 
walībukan walīayah yang salah satu penyebab utamanya yaitu walīayah enggang 
untuk menikahkan calon mempelai perempuan tetapi walī nasab yang menyetujui 
kawin lari tersebut yang menggantikan walī ayah apabila walī ayah enggang untuk 
menikahkan calon mempelai perempuan, serta pabila seluruh walī nasab enggang 
untuk menikahkan calon mempelai perempuan dalam praktik silariang yang menjadi 
walī nikah yaitu walī hakim. 
Dalam hukum nasioanal sikap walī yang tidak menikahkan anaknya karena 
enggang atau tidak ingin menikahkan anaknya disebut adlal.Walī ayah digantikan 
oleh walī nasab yang lebih dekat dengan calon mempelai perempuan karena adlal 
dibenarkan dalam hukum nasional, berdasarkan Pasal 22 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 
tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila walī nikah yang paling 
berhak menikahkan calon mempelai perempuan apabila tidak memenuhi syarat 
sebagai walī nikah maka hak menjadi walī bergeser kepada walī nikah yang lain 
menrut derajat berikutnya. 
Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan 
yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk diantaranya perempuan yang masih 
gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Yang dimaksud berlakunya 
wali mujbir adalah yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwalikan 
diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dulu, dan 
berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya. Mujbir 
merupakan hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadis nya tanpa persetujuan 
yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.  
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Namun apabila semua yang menjadi walī nasab enggang menikahkan calon 
mempelai perempuan maka yang menjadi walī nikah dapat berasal dari walī hakim. 
Beradasarkan Pasal 23 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi 
Hukum Islam mengatur bahwa walī hakim baru dapat bertindak sebagai walī nikah 
apabila walī nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahadairkannya atau tidak 
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal (enggang). 
Dalam hal walī adlal atau enggang maka walī hakim baru dapat bertindak 
sebagai walī nikah. Dalam praktik silariang, walīhakim yaitu iman desa atau masjid 
setempat, tokoh agama atau tokoh masyarakat.Tetapi apabila yang menjadi 
walīhakim merupakan iman desa atau masjid setempat, tokoh agama atau tokoh 
masyarakat maka pernikahannya tidak sah berdasarkan hukum negara. Karena hanya 
setelah ada putusan Peradilan Agama tentang yang berhak menjadiwalī hakim 
terhadap pernikahan yang akan dilakukan baru dianggap sah sebagai walī hakim 
dalam hukum nasioanal, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 
tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Apabila walīadlal maka calon pengantin dapat mengajukan permohonan 
walīnikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan setempat yang kemudian akan diteruskan kepada seksi Urusan 
Agama Iaslam Kabupaten/Kotamadya untuk penetapan walī hakim, yang berhak 
bertindak menjadi walī hakim adalah penghulu (Kepala Sub Penghuluan selaku 
Kepala PPN pada Kontor Depertemen Agama Kabupaten/Kotamadya).
45
 
                                                             
45
 E. Mustafa, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. 1; 
Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), h. 85-86.  
72 
 
Ketika kawin silariang dilakukan tanpa walīatau dengan walī yang tanpa alas 
hak maka kawin silariang dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf e Inpres 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan kawin silariang 
yang dilakukan tanpa walī atau dengan walī yang tanpa alas hak berdasarkan Pasal 73 
Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu, para keluarga 
dalam garis keturunan lurus ke atas dank e bawah dari suami-istri; suami atau istri; 
pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut peraturan 
perundang-undangan; dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya 
cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan 
perundang-undangan.  
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau ketika perkawinan 
dilangsungkan, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan 
Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 
1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Ketika kawin silariang dipandang dari sudut hukum pidana maka tidak ada 
pasal yang mengatur secara tegas tindakan demikian dalam pasal-pasal yang diatur 
dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 
tindakan pidana, hanya saja terdapat pasal yang diatur dalam KUHP yang memiliki 
korelasi dengan tindakan kawin silariang, yaitu Pasal 322 ayat (1) angka 1 KUHP. 
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Dalam Pasal 332 ayat (1) angka (1) KUHP diatur bahwa bersalah karena 
melarikan wanita diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang 
siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang 
tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan 
penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan. 
Pada Pasal 332 ayat (1) angka 1 KUHP serupa dengan kawin silariang dimana 
pihak laki-laki membawa lari pihak perempuan (untuk menikah) dengan 
persetujuannya tanpa sepengetahuan walīpihak peempuan, namun pasal ini hanya 
ditujukan kepada pihak perempuan yang dibawa lari oleh pihak laki-laki atas 
persetujuan pihak perempuan merupan di bawah umur atau anak. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana melarikan wanita berdasarkan Pasal 332 
ayat (1) angka 1 KUHP yaitu: 
a. Membawa pergi perempuan dibawah umur; 
b. Tanpa izin orang tua atau walī-nya; 
c. Dengan kemauan perempuan itu sendiri; 
d. Dengan maksud menguasai atau memilik perempuan tersebut, baik dengan 
perkawinan maupun diluar perkawinan. 
Unsur pertama, Membawa pergi perempuan dibawah umur.Perbuatan 
“membawa pergi” berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki.Membawa 
perempuan lari dari rumahnya biasanya digunakan untuk “memiliki” atau 
“menguasai”si perempuan. Adapun perempuan di bawah umur maksudnya yaitu 
anak, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 
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dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak mengatur bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tetapi belum menncapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin. 
Unsur kedua, Tanpa izin orang tua atau walī-nya.Secara hukum, seorang anak 
yang masih berada dibawah umur atau yang masih belum dewasa merupakan 
tanggung jwab orang tuanya, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan anak 
tersebut harus dengan sepengetahuan dan seizin orang tuanya.Jika terjadi hal seperti 
seorang laki-laki membawa/mengajak lari seorang anak dari rumahnya tanpa 
sepengetahuan orang tuanya dengan niat untuk menikahinya dalam artian laki-laki itu 
mengajak anak gadis tersebut silariang, maka itu dikategorikan dengan tindak 
kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman pidana. 
Unsur ketiga, dengan kemauan perempuan itu sendiri.Ketentuan pidana dalam 
pasal ini dikenakan pada pihak laki-laki yang membawa pergi seorang perempuan 
dengan kemauan pihak perempuan sendiri dalam artian tidak ada paksaan atau tipu 
muslihat atau kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki 
agar pihak perempuan lari bersama, semata-mata hanya karena pihak perempuan juga 
menginginkan dibawah pergi oleh pihak laki-laki. 
 Unsur ke-empat, dengan maksud menguasai atau memilik perempuan 
tersebut, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan. Delik pada pasal ini 
memiliki poin maksud menguasai  bukanmembawa pergi atau larisehingga dengan 
cukup adanya niat atau maksud membawa pergi maka dapat dikenakan oleh pasal ini 
berdasrkan HR. Februari 1889. Maksud atau niat tersebut dapat diketahui dari 
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tindakan aktif yang dilakukan oleh laki-laki seperti menyusun rencana untuk pergi 
bersama dan sebagainya. 
Pasal 332 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 
332 ayat (2) KUHP. Delik yang diatur dalam Pasal 332 ayat (1) angka 1 KUHP yang 
kaitannya dengan masalah perdata hanya dapat diadukan kepada Kepolisian jika 
hanya telah terjadi pembatalan perkawinan atau pernikahan. 
3. Silariang dalam Hukum Islam 
Silariang merupakan salah satu tindakan yang diatur dalam hukum adat suku 
Makassar.Silaraing dapat diartikan sebagai tindakan seorang laki-laki dan perempuan 
pergi untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tau terkhusus ayah atau 
keluarga.Sehingga yang menjadi walī nikah dalam silarian pada umumnya yaitu walī 
nasab (bukan ayah) yang menyetujui pernikahan tersebut atau walī hakim. 
Dalam hukum Islam pernikahan tanpa walī merupakan perbuatan terlarang 
yang berakibat pernikahan tidak sah. Rasulullah saw. bersabda: 
 
... يِلَوِب َّلَِإ َحاَكِن َلَ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق ُلوُق َي َةَدْر ُب َاَبأ... 
 
Artinya: 
... Dari Abu Burdah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada (tidak 
sah) nikah kecuali dengan walī."... (HR. Tirmizi, no: 1021)46 
Hadiṡ tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan tanpa walī 
merupakan perbuatan terlarang.Hal ini dapat diketahui dari kalimat  يِلَوِب َّلَِإَحاَكِنَلَ(tidak 
                                                             
46
 Tirmizi, S aunan Tirmizi, nomor: 1021. Dalam Kitab 9 Imam (database online) (Lidwa 
Pusaka i-Software: t.t., t.th.) Diakses pada 8 Agustus 2017, http://localhost:5000/. 
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ada nikah tanpa walī). Berdasarkan kaidah uṣulfiqh yang menyatakan bahwa  ِفِ ُلْصَْلَا
 ُةَق ْ يِقَْلْا ِمَلََكْلا(pada pokoknya suatu perkataan diartikan dengan arti yang sesungguhnya 
atau hakikatnya).
47
 Sehingga ketidakbolehan menikah tanpa walī berdasarkan hadiṡ 
tersebut diartikan secara langsung berdasarkan muatan hadiṡ tersebut. 
Walī nikah merupakan orang yang berhak menikahkan seorang 
wanita.Seseorang walī nikah harus memenuhi beberapa syarat yaitu laki-laki, balig, 
waras akalnya, sukarela, adil dan tidak ada ihram haji.
48
 
Walī nikah dibedakan menjadi walī nasab dan walī hakim. Walī nasab 
merupakan orang yang terdiri dari calon pengantin perempuan yang berhak menjadi 
walī dengan memenuhi syarat-syarat menjadi walī.Sedangkan walī hakim merupakan 
orang yang diangkat oleh pihak berwenang untuk menjadi wali hakim (tidak memiliki 
hubungan keluarga atau nasab dengan calon pengantin perempuan) dalam suatu 
pernikahan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu.
49
 
Adapun yang dapat menjadi wali nasab yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki 
sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 
anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan 
seayah, saudara laki-laki dari ayah yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki 
dari ayah yang seibu dan sebapak dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah 
                                                             
47
 H. A. Djauzi, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Ed. 
Revisi (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2005), h... 
48
Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Ed. I 
(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 278 
 49 Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Ed.I, h. 
277. 
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yang seibu dan seayah.
50
 Sedangkan wali hakim umumnya imam desa, tokoh agama 
tau tokoh masyarakat. 
Silariang  pada umumnya disebabkan karena tidak mendapat persetujuan dari 
keluarga (terkhusus ayah) maka walī nikah dalam silariang pada umumnya 
digantikan oleh walī nasab yang terdekat dengan calon pengantin perempuan (yang 
menyetujui pernikahan tersebut).Tindakan menggantikan walī nasab yang lebih 
diutamakan (ayah) kepada walī nasab yang berada di bawah walī yang diutamakan 
dibenarkan dalam Islam jika walī yang diutamakan tidak memenuhi syarat-syarat 
walī. 
Silariang merupakan pernikahan yang sah tanpa walī ayah dengan digantikan 
oleh walī nasab lain jika walī ayah tidak menyetujui pernikahan tersebut tanpa dasar 
alasan syar‟i. Jika walī nasab lainnya pun tidak menyetujui pernikahan pelaku 
silariang tanpa dasar syar‟i maka dapat digantikan dengan walī hakim. 
Apabila walī ayah dan atau walī nasab lainnya tidak menyetujui pernikahan 
pelaku dengan alasan syar‟i (misalnya calon mempelai laki-laki tidak beragama 
Islam) maka silariang tersebut tidak sah walaupun walī ayah dan/atau walī nasab 
digantikan oleh walī hakim. 
Pernikahan yang tidak sah maksudnya yaitu pernikahan tersebut cacat hukum 
karena tidak memenuhinya syarat-syarat nikah, yaitu salah satunya tanpa persetujuan 
walī. Dengan demikian apabila hal tersebut terjadi maka silariang merupakan 
perbuatan terlarang dengan kata lain pernikahan yang dilangsungkan dalam silariang 
dianggap batal. 
                                                             
50
Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Ed.I, h. 
279. 
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Batalnya pernikahan dalam silariang mengakibatkan pelaku silariang tidak 
pernah terikat dalam hubungan suami-istri.Apabila pelaku silariang melakukan 
hubungan kalamin dimana tidak memenuhinya syarat-syarat nikah yang salah satunya 
tanpa persetujuan walī dan walī tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan 
landasan syar‟i maka pelaku silariang tersebut telah berbuat zina. 
Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar akad 
nikah, baik secara suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa dan yang 
melakukannya orang yang mukalaf.
51
 Tetapi perlu ditambahkan bahwa zina bukan 
hanya karena hubungan kelamin tanpa akad, karena terdapat pernikahan yang 
dilangsungkan dengan akad tetapi pernikahannya tidak sah (atau diakui secara 
hukum) karena pernikahan tersebut terlarang atau tidak terpenuhinya syarat-syarat 
nikah tertentu, karena pernikahan dianggap tidak sah maka jika seorang laki-laki dan 
perempuan melakukan hubungan kelamin dianggap zina, termasuk hubungan kalamin 
antar-pelaku silariang yang tidak mendapat persetujuan dari walī  dan alasan wali 
tidak memberikan persetujuan dengan alasan yang syar‟i. 
Zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.sebagaimana firman-
Nya dalam QS. al-Isrā‟/17: 32 
( لَيِبَس َءاَسَو ًةَشِحَاف َناَك ُهَِّنإ َانِّزلا اُوَبرْق َت لََو٢٣) 
Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbautan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
52
 
                                                             
51
 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h. 68. 
52
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (t.t.: t.p., 2012), h. 
115. 
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Berdasarkan qiyas aulawi maka dapat dipahami bahwa mendekati zina 
merupakan perbuatan terlarang apalagi melakukan zina.
53
 Larangan berbuat zina 
menunjukkan keharaman melakukan zina, sehingga ketika melakukan perbuatan zina 
maka pelakunya akan di ganjar oleh dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Kata 
 ًةَشِحَافmenunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang jahat atau 
buruk, sedangkan kalimat لَِيبَس َءاَسَوmenunjukkan bahwa perbuatan zina 
menimbulkan berbagai macam keburukan terutama bagi pelakunya.
54
 
Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan suami-isteri silariang tanpa 
persetujuan walī  dan sikap tidak setuju tersebut berdasarkan alasan yang syar‟i maka 
pelaku silariang telah berbauat buruk atau jahat dan mengakibatkan keburukan atau 
kerugian bagi pelaku dan sekitarnya. Akibat buruk akibat silariang diantaranya ialah 
berkurangnya iman oleh pelaku, hilangnya atau berkurangnya rasa malu oleh pelaku, 
hilangnya kehormatan oleh pelaku, hilangnya wibawa oleh pelaku dan keluarga 
pelaku terkhusus oleh orang tua pelaku, murka dan azab Allah swt.dan lain 
sebagainya. 
Bagi pelaku silariang yang tidak mendapat persetujuan dari walī  dan alasan 
wali tidak memberikan persetujuan tersebut dengan alasan yang syar‟ I dimana 
pelaku silariang salah satunya atau kedua-duanya telah melakukan pernikahan yang 
sah sebelumnya maka disebut zina muhṣan. Adapun apabila pelaku belum sama 
sekali melakukan pernikahan yang sah disebut zina gairu muhṣan. 
                                                             
53Dudung Abdullah, “Tafsir QS.al-Isrā/17: 32” (Materi Kuliah Tafsir Hukum, Semester VI, 
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang disampaikan di Universitas Islam Negeri Alauddin, 
Makassar, Maret 2016). 
54Dudung Abdullah, “Tafsir QS.al-Isrā/17: 32” (Materi Kuliah Tafsir Hukum, Semester VI, 
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang disampaikan di Universitas Islam Negeri Alauddin, 
Makassar, Maret 2016). 
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Baerdasarkan HR. Abu Daud Nomor 4353 maka pelaku silariang yang tidak 
mendapat persetujuan dari wali dan alasan wali tidak memberikan persetujuan 
tersebut dengan alasan yang syar‟i yang merupakan zina muhṣan dikenakan sanksi 
rajam atau dilempar batu. Sedangkan berdasarkan QS.an-Nūr/24: 2 maka apabila 
pelaku silariang merupakan zina gairu muhṣan dikenakan sanksi berupa dera atau 
cambuk seratus kali. 
C. Sanksi Pidana Adat Silariang dalam Hukum Nasional 
Kawin silariang dalam pandangan suku Makassar berarti melakukan suatu 
perbuatan siri‟ (memalukan).Sehingga tumasiri‟(orang yang dipermalukan 
merupakan pihak keluarga perempuan) oleh hukum adat memiliki hak untuk 
mengambil tindakan terhadap pelaku silariang yang disebut tumannyala. Dalam 
hukum adat mengharuskan pada seseorang yang merasa dipermalukan (dari pihak 
keluarga perempuan) untuk menegakkan siiri‟ keluargnya dengan cara mengucilkan, 
mengusir dari kampong, menganiayah atau membunuh tumannyala sebagai sanksi 
pidana adat. 
Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Sanksi pidana adat terhadap pelaku silariang dalam suku Makassar tidak 
dapat lagi diterapkan karena sanksi pidana adat tersebut mulai ditinggalkan oleh 
masyarakat, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai dengan 
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Pertama, sanksi pidana adat terhadap kawin silariang telah ditinggalkan. 
Kebanyakan masyarakat suku Makassar terkhusus di desa Bululoe, Kecamatan 
Turatea, Kabupaten Jeneponto telah meninggalkan sanksi pidana adat kawin silariang 
sebagaimana yang diungkap oleh imam desa setempat, “….. sanksi pidana adat 
terhadap kawin silariang berupa penganiyaan dan membenuh tidak diterapkan 
lagi.”55 
Kedua, sanksi pidana adat silariang tidak sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Hal ini karena pada zaman sekarang, terbentuk yang namnaya negara dan 
kebanyakan negara tersebut menyatakan diri sebagai negara hukum, termasuk 
Indonsia. Salah satu ciri suatu negara hukum yaitu pengakuan terhadap Hak Asasi 
Manusia (HAM). Dengan menerapkan sanksi pidana adat silariang maka telah 
melanggar nilai-nilai (HAM). Pelanggaran terhadap nila-nilai HAM berupa hak untuk 
hidup dan hak untuk tidak disiksa.Sanksi pidana adat silariang melanggar kedua 
nilai-nilai HAM tersebut karena penerapan sanksi pidana adat tersebut tidak disarkan 
pada aturan yang legal, dimana sanksi pidana adat silariang tidak diundangkan oleh 
pemerintah Indonesia. 
Ketiga, tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pada dasarnya pemerintah Indonesia mengakui masyarakat tradisonal dan hak-hak 
tradisonalnya., hanya harus selaras dengan Pancasila dan peraturan perundang-
undangan lainya. Sanksi pidana adat kawin silariang menyalahi keadilan sosial bagi 
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seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila ke-lima Pancasila, karena pelaksanaan 
atau eksekusi sanksi pidana adat silariang hanya dilakukan oleh keluarga dari pihak 
perempuan sendiri sehingga sangat diragukan terpenuhinya nilai keadilan, bahkan 
cendrung menghakimi sendiri. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berikut kesimpulan pada penelitian tentang “Silariang” dalam Hukum Pidana 
ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Turatea, 
Desa Bululoe), yaitu: 
1. Silariang atau tindakkan membawa pergi seorang perempaun atas persetujuannya 
sendiri (perempuan) untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang membawanya 
pergi dalam padangan hukum adat suku Makassar, hukum nasional dan hukum 
Islam yaitu: 
a. Silariang dalam hukum adat suku Makassar merupakan perbuatan yang 
dilarang Karena menimbukan siri‟ (rasa malu) oleh tumasiri‟ (keluarga 
pihak perempuan), sehingga diancam sanksi pidana adat berupa pengucilan, 
penganiyaan, diusir dari kampong atau pembunuhan. 
b. Silariang dalam hukum nasional merupakan perbuatan terlarang apabila 
melanggar Pasal 332 ayat (1) angka 1 KUHP tentang membawa pergi 
perempuan di bawa umur atas persetujuannya sendiri, dimana sudah tidak 
sejalan dengan pemberian sanksi hukum adat. 
c. Silariang dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang apabila 
walīnasab enggan menikahkan pihak perempuan karena alasan yang syar‟I 
kemudian digantikan oleh walī hakim. Silariang yang demikian dapat 
diancam dengan hukuman yang sama dengan zina (zina muhṣan dengan 
rajam dan zina gairumuhṣan dengdera) karena tidak terpenuhinya salah satu 
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syarat nikah yaitu walī sehingga pernikahan tidak sah, akibatnya tidak halal 
hubungan suami-istri di antara pelaku silariang. 
B. Sanksi pidana adat silariang berupa sanksi pembunuhan atau main hakim sendiri 
tidak dapat diterapkan lagi karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Nasional yang berlaku dan tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM  
yang menjadi pokok pembahasan Negara hukum dan dunia Internasional, 
bertentangan dengan prinsisp Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana 
sanksi pidana adat silariang cendrung menghakimi sendiri sehingga tidak sejalan 
dengan hukum yang berlaku di Indonesia guna menegakkan keadilan. 
C.  Implikasi 
Implikasi pada penelitian ini yaitu: 
1. Diharapkan agar pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat aktif memberikan 
sosialisasi kepada generasi muda tentang tindak pidana sanksi adat yang tidak 
dibolehkan dalam hukum nasional, yang bersifat main hakim sendiri karena tidak 
sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang yang 
berlaku.  
2. Diharapkan agar pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memberikan 
sosialisasi tentang pentingnya memahami kearifan hukum adat, serta pergeseran-
pergeserannya tentang apa yang masih sejalan dan yang tidak sejalan untuk 
diterapkan pada masa sekarang, karena sejatinya hukum adat bersifat dinamis 
dan terbuka. 
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